KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-17/PJ/2018
TENTANG
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT
KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota
penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan
pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak
telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk
dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat
Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat
Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017;

b. bahwa dalam rangka penerbitan surat ketetapan
pajak sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
165/PMK.03/2017, perlu dilakukan penyesuaian
format penghitungan dan surat ketetapan pajak
terkait Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta
Bersih;

c. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan
penyatuan peraturan mengenai Bentuk dan Isi Nota

Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan



Mengingat

1.

Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk
dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi
Surat Tagihan Pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5899);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017
tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang
Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1467);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1645);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK
DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK
DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal 1

Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan
Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan,



-

4

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai
termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan
Daftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapkan pada

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai
berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota
Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak
serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

’..- : __‘_tl:-b N
A "_'KEPALA: BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

DING-RIFALDI

\;-,-::_______‘;igl'p'1'9700311 199503 1 002



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-17/PJ/2018

TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI NOTA KETETAPAN PAJAK SERTA
BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI NOTA KETETAPAN PAJAK
SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

Jenis Formulir Kode Formulir Ukuran Rangkap
2 3 4 5
PPh Badan/Orang Pribadi
1 |STP/skp

a. STP F.5.1.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F4.1.23. Folio S Lembar
c. SKPKBT F.4.1.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.1.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.1.23. Folio 4 Lembar

2 |Lampiran STP/skp

a. STP F.5.1.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.1.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.1.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.1.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.1.23. Folio 4 Lembar
3 |Nota Penghitungan F.4.1.77. Folio 2 Lembar
PPh Pemotongan/Pemungutan
1 |STP/skp
a. STP F.5.1.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.1.23. Folio S Lembar
c. SKPKBT F.4.1.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.1.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4,1.23, Folio 4 Lembar

2 |Lampiran STP/skp

a. STP F.5.1.23. Folio 5 Lembar

b. SKPKB F.4.1.23. Folio 5 Lembar

c. SKPKBT F.4.1.23. Folio 5 Lembar

d. SKPN F.4.1.23. Folio 4 Lembar

e. SKPLB F.4.1.23. Folio 4 Lembar

3 |Nota Penghitungan F.4.1.77. Folio 2 Lembar
PPN

Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang
Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang
Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan|
yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.

1 |STP/skp
a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar




2 |Lampiran STP/skp
a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar
3 |Nota Penghitungan F.4.2.77. Folio 2 Lembar
IV. |PPnBM

Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.

Pajak, Perolehan yang PPnBM-nya Tidak Seharusnya

1 |sTP/skp
a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar
2 |Lampiran STP/skp
a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar
3 |Nota Penghitungan F.4.2.77. Folio 2 Lembar
V. |Bea Meteral
1 |STP/skp
a. STP F.5.5.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.5.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.5.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.5.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.5.23. Folio 4 Lembar
2 |Lampiran STP/skp
a. STP F.5.5.23. Folio 5 Lembar
b. SKPKB F.4.5.23. Folio 5 Lembar
c. SKPKBT F.4.5.23. Folio 5 Lembar
d. SKPN F.4.5.23. Folio 4 Lembar
e. SKPLB F.4.5.23. Folio 4 Lembar
3 |Nota Penghitungan F.4.5.77. Folio 2 Lembar
VI. |Bunga/Denda Penagihan
1 |STP F.5.0.23. Folio 4 Lembar
2 |Nota Penghitungan F.5.0.77. Folio 2 Lembar
VII. |Daftar Pengantar
1 |STP D.4.0.77 Folio 2 Lembar
2 |Nota Penghitungan D.4.0.77 Folio 3/4 Lembar ¥
VIII. |Lembar Pengawasan
1 |STP dan/atau surat ketetapan pajak L.5.0.23. Folio 4 Lembar
2 |Nota Penghitungan L.5.0.77. Folio 2 Lembar

*) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp)

Catatan: Semua formulis dan lampirannya berwarna putih




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN

Nomor

Masa/Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

I Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper!) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghastilan:

Nama Wajib Pajak

NPWP

II. pari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper® tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:

1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar
2. Telah dibayar

3. Kurang dibayar (1-2)

4, Sanksi Administrasi:

h.

Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
tefah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (KUP)

atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa/Tahunan ¥

Bunga Pasal 8 (2) KUP
atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar

Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal ..... yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar

. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak

Bunga Pasal 9 (2b) KUP
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan

Bunga Pasal 14 (3) KUP

atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis
dan/atau salah hitung

Bunga Pasal 19 (3} KUP

Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda
penyampaian SPT tahunan, atas kekurangan pembayaran
pajak aklbat penghitungan pajak sementara pajak terutang
kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang

Jumlah sanksi administrasl (a+b+c+d+e+f+g)

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

Rp/US$Y

Rp/US$"

Rp/us$Y

Rp/US$"

Rp/Us$Y

Rp/US$Y

Rp/US$Y

Rp/US$Y
Rp/US$"

Rp/us$?

Rp/US$Y

Rp/US$Y

Terbilang :......cccoeveveeeverrereenens

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan ditakukan

penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada

1) Coret yang tidak perlu.

2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksl yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala
Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan
Wewenang darl Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.1.23

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ....ccoeunverennens .




SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN STP

NPWP
JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT
No. URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS

1 |Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar

2 |Telah dibayar

3 |Kurang dibayar (1-2)

4 |Sanksi Administrasi:

a.
b.

e oa o

g

Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 8 (2) KUP

Bunga Pasal 8 (2a) KUP

Bunga Pasal 9 (2a) KUP

Bunga Pasal 9 (2b) KUP

Bunga Pasal 14 (3) KUP

Bunga Pasal 19 (3) KUP

Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

1) Coret yang tidak perlu

F.5.1.23

*




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN
A. Umum
1. Formulir ini {F.5.1.23.) digunakan sebagal sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan bagi Waijib Pajak

Badan atau Orang Pribadi.

Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

Formulir dibuat/dicetak (print out ) dalam rangkap 5 (lima):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 . untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-5 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5 x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal STP diterbitkan atas
PPh Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak serta Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang
Kepala Seksi .................. , berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pengisian Jumlah Rupiah/US$

a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan
Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/USS
MENURUT FISKUS".
* Baris/No.Urut pada STP : Diisi sesuai dengan Lampiran STP pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US$

MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
1 Angsuran/Pokok Pajak yang harus : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok

dibayar pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok
pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
5 Jumlah yang masih harus dibayar . Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.

- Terbilang: .........coccoovvvvvvvieveeneeene.. 2 Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor : Tanggal Penerbitan
Tahun Pajak H Tanggal Jatuh Tempo

I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak

NPWP
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan® tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan Neto ' Rp/US$Y
2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US$Y
3. PPh terutang Rp/Us$?
4, Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$Y
5. Jumlah PPh terutang (3+4) Rp/US$Y
6. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah Rp/US$Y
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/USs
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$"
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$HY
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp/US$Y
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
c.2. PPh Pasal 25 Rp/USSY
c.3. PPh Pasal 29 Rp/US$Y
c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
c.5. Lain-lain Rp/US$Y
c.6. Jumiah {c.1+c.2+c.3+C.4+C.5) Rp/US$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP Rp/US$Y
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1) Rp/US$Y
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e) Rp/US$Y
8. Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal ........ceserenee
b. Kenaikan Pasal .........cooeenee
¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp/US$Y
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c) Rp/US$Y
Terbilang : .....cceevermvrecrsnnnens

10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir

1
Hasil Pemeriksaan? Rp/US$

TEIDHANG? © ..oeoovevreeeeeveess s esesssssssssess s s s e sesese s s e 888588 R A RS R 58585 e s e e 0

Bayarlah jumilah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.?

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada
angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.?

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu
2) Baris inl tidak tercetak dalam hal SKPKB terblt berdasarkan pemerlksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan

Tanggat Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak
NPWP

IRAN B

No.

JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUD)?

G h WN -

10

11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
Harga Pokok Penjualan

Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

a. Penghasilan dari luar usaha

b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas

c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. Lain-lain

e, Jumlah (a+b+c+d)

Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
Penyesualan fiskal

a. Penyesuaian Fiskal Positif

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

¢. Jumlah (a-b)

Penghasilan Neto Luar Negeri

Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-748.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)

Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
Kompensasi kerugian
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
PPh terutang (tarif x 14)
Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun
lalu
Jumlah PPh terutang (15+16)
Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumiah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
¢. Dibayar sendiri:
c.1l. PPh Pasal 22
¢.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4, STP (pokok kurang bayar)
c.5. Lain-lain
¢.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+C.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)
Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)

Sanksl administrasi:

a. Bunga Pasal .....c.ceeenreans

b. Kenalkan Pasal ......cceeevvrens

¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

21

Jumiah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)

1)
2)

Coret yang tidak perlu
Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Buktl Permulaan Pasal 13A.

F.4.1.23.
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A. Umum
Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan
bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5
. Ukuran kertas

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

: untuk Seksi Penagihan;

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

. untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13"

B. Petunjuk Pengisian
Pengisian Data/ldentitas

1.

Nomor

Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
NPWP
Kepada

a.n.Direktur Jenderal Pajak

. Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Kepala Kantor,

Pengisian Jumiah Ruplah/US$

a. Lampiran SKPKB

b. SKPKB

*

* Baris/No.Urut pada SKPKB

1 Penghasilan Neto/berdasarkan
Norma(Jabatan)
2 Penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang
Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24
yang felah diperhitungkan tahun lalu

Jumlah PPh terutang

Kredit Pajak

Pajak yang tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi

W

@ N D W;

9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar

- Terbilang: .......coccoeiiiviiiniri e

10 Jumlah kurang bayar yang disetujui :
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

- Terbilang: ......ccoooveeveiiiiiiiieee,

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Waijib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak

Penghasilan Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/USS$
MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US$
MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

. Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKB.
. Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPKB.

Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

¢. Bunga Pasal 13 (5) KUP

d. Kenaikan Pasal 13A KUP

e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

: Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB.
: Cukup jelas.

Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH

RUPIAH/US$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) dengan

ketentuan sebagai berikut:

- Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan
Bukper Pasal 13A.

- Dalam hal jumiah RUPIAH/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan
Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

: Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

PAJAK PENGHASILAN
Nomor : Tanggal Penerbitan
Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

1. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang! atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang® tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto Rp/US$Y
2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US$Y
3. PPh terutang Rp/US$Y
4, Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$
5. Jumlah PPh terutang (3+4) Rp/USS$Y
6. Kredit Pajak:
a. Pph ditanggung pemerintah Rp/US$Y
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$V
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$?
b.6. Jumiah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp/US$®
c. Dibayar sendiri:
¢.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
¢.2. PPh Pasal 25 Rp/US$Y
c.3. PPh Pasal 29 Rp/USS$Y
c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
c.5. Lain-lain Rp/US$Y
¢.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+C.4+4C.5) Rp/US$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPKB  (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
d.3. SKPLB Rp/US$"
d.4. SKPPKP Rp/US$Y
d.S. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4) Rp/US$"Y
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.64c¢.6+d.5) Rp/US$Y
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.€) Rp/US$Y
8. Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal .......cvveeeeene
pb. Kenaikan Pasal .........corennee
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp/US$Y
9. Jumiah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c) Rp/US$Y
Terbilang : ..cccoiriiiiiiiinecceeen N

10. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Rp/US$!
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

=T 011 7= 5 O TSP U O PN

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada
angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

PAJAK PENGHASILAN

Nomor

Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN SKPKBT

NPWP
JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN AKHIR
WAJIB PAJAK FISKUS (DISETUIUT)
1 |Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2 |Harga Pokok Penjualan
3 |Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
4 |Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
5 |Penghasilan neto dalam negeri (3-4)
6 |Penghasilan neto dalam negeri lainnya
a. Penghasilan dari luar usaha
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. Lain-lain
e. Jumlah (a+b+c+d)
7 |Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8 |Penyesuaian fiskal:
a. Penyesuaian fiskal positif
b. Penyesuaian fiskal negatif
c. Jumlah (a-b)
9 |Penghasilan neto luar negeri
10 |Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)®
11 |Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12 |Kompensasi kerugian
13 |Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
14 |Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
15 |PPh terutang (tarif x 14)
16 |Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
17 |Jumlah PPh terutang (15+16)
18 |Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak iain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
¢.1. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
c.5. Lain-lain
¢.6. Jumlah (c.1+c.24¢.3+c.4+c.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPKB  (pokok kurang bayar)
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
d.3. SKPLB
d.4. SKPPKP
d.5. Jumiah (d.1+d.2-d.3-d.4)
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)
19 |Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)
20 |Sanksi administrasi:
a, Bunga Pasal .......cocenrnnns
b. Kenaikan Pasal ...........cocou0
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
21 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)
1) Coret yang tidak periu

F.4.1.23.
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A. Umum
1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak
Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

Formulir dibuat/dicetak (print out } dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5

Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian
Pengisian Datafldentitas

1.

Nomor
Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
NPWP
Kepada

a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah/US$
a. Lampiran SKPKBT

b.. SKPKBT

* Baris/No.Urut pada SKPKBT

: untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

: untuk Seksi Penagihan;

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
. Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

. Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

. Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Waijib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota

Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi
(Formulir F.4.1.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak

*

Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US$
MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan
Norma(Jabatan)

2 Penghasilan Kena Pajak
PPh terutang

Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24
yang telah diperhitungkan tahun lalu

Jumlah PPh terutang

Kredit Pajak

Pajak yang tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi

W

o ~N O G,

9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar
- Terbilang: .......oocoviiiiiiii

. Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKBT.

: Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKBT.
. Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKBT.

. Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKBT.
. Diisi sesuai dengan baris 20.c Lampiran SKPKBT.

Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP

: Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKBT.
: Cukup jelas.

10 Jumlah kurang bayar tambahan yang :

disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan.

- Terbilang: ......ccovviieire it

Diisi sesuai dengan baris 21 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal jumlah Rupiah/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan
Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (..........)".

: Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN

Nomor : Tanggal Penerbitan

Tahun Pajak

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)
Penghasilan Kena Pajak
PPh terutang

Jumlah PPh terutang (3+4)
Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
¢.5. Lain-lain
c.6. Jumlah (¢c.1+c.2+c.3+C.4+C.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6.+¢.6.-d.1.)
7. Jumiah PPh yang masih harus dibayar (5-6.¢.)

oA LN

Rp/uss”

Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/US$Y

Rp/US$"
Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/USS$Y
Rp/uss?
Rp/US$Y

Rp/US$Y

Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/US$Y
Rp/US$Y

Rp/US$"

Rp/US$Y

Rp/US$Y NIHIL

Kepada

1) Coret yang tidak periu

F.4.1.23.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,
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LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN

Nomor
Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak
NPWP

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUT)

WAJIB PAJAK FISKUS

O Ul bW N

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
Harga Pokok Penjualan
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
Penghasilan neto dalam negeri (3-4)
Penghasilan neto dalam negerl lainnya:
a. Penghasilan dari luar usaha
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
¢. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. Llain-lain
e. Jumlah (a+b+c+d)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
Penyesuaian fiskal:
a. Penyesuaian fiskal positif
b. Penyesuaian fiskal negatif
¢. Jumlah (a-b)
Penghasilan neto luar negeri
Jumlah penghasitan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)®
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
Kompensasi kerugian
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
PPh terutang (tarif x 14)
Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
Jumiah PPh terutang (15+16)
Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
¢.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
¢.5. Lain-lain
c.6. Jumlah (c.1+4c.2+c¢.3+c.4+cC.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1.)

19

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18.¢.)

NIHIL

1)

Coret yang tidak perlu

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1.

2.

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan bagi
Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan bagi Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 . untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
S PP PP PON : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
Pengisian Jumiah Rupiah/US$
a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH/USS

»

* Baris/No.Urut pada SKPN MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma . Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPN.
(Jabatan)/ (Rugi)

2 Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPN.

3 PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPN.

4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPN.
24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

5 Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPN.

6 Kredit Pajak . Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPN.

7 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor ! Tanggal Penerbitan

Tahun Pajak

L. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan®’ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak

NPWP
I. Dari penelitian/pemeriksaan® tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan Neto (Rugl) Rp/US$Y
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) Rp/US$Y
3. Penghasilan Kena Pajak Rp/uss$®
4. PPh terutang Rp/us$Y
5. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$Y
6. Jumiah PPh terutang (4+5) Rp/US$Y

7. Kredit Pajak:
a. Pph ditanggung pemerintah Rp/US$Y
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$Y
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$Y
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+4b.5) Rp/US$Y
¢. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
c.2. PPh Pasal 25 Rp/US$"Y
c.3. PPh Pasal 29 Rp/US$Y
c.4. STP {pokok kurang bayar) Rp/us$Y
¢.5. Lain-lain Rp/US$
¢.6. Jumlah (c.1+C.2+C.3+C.4+C.5) Rp/US$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPLB Rp/US$Y
d.2. SKPPKP Rp/US$Y
d.3. Jumlah (d.1+d.2) Rp/USSY
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP})
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain Rp/US$Y
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp/US$Y
e.3. Telah dipotong/dipungut Rp/US$Y
e.4, Jumlah (e.1+e.2+€.3) Rp/US$Y
f.  Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ({(a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4)) Rp/us$
8. Jumlah PPh yang leblh dibayar/seharusnya tidak terutang (7.f-6) Rp/US$Y
TErbilANG ! oo e e e e

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :

Nama Wajib Pajak
NPWP

LAMPIRAN SKPLB

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH/US$" MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR (DISETUIUT)

AU A W N

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
Harga Pokok Penjualan
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
a. Penghasilan dari luar usaha
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. Lain-lain
e, Jumlah (a+b+c+d)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
Penyesuaian fiskal
a. Penyesuaian Fiskal Positif
b. Penyesualan Fiskal Negatif
c. Jumlah (a-b)
Penghasilan Neto Luar Negeri
Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
Kompensasi kerugian
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)
Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
PPh terutang (tarif x 15) atau NIHIL
Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun
lalu
Jumiah PPh terutang (16+17)
Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
¢.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
c.5. Lain-lain
c.6. Jumlah (c.1+c¢.24+C.3+C.4+C.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPLB
d.2. SKPPKP
d.3. Jumiah (d.14+d.2)
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)
e.1l. Dibayar dengan NPWP pihak lain
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
e.3. Telah dipotong/dipungut
e.4. Jumlah {(e.1+e.2+€.3)
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan {(a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4)

20

Jumlah PPh yang leblh dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)

1)

Coret yang tidak periu

F.4.1.23.
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A. Umum
Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi
Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN

. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak

Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian
Pengisian Data/ldentitas

1.

- Tahun Pajak
- Tanggal Penerbitan

- Nama Wajib Pajak
- NPWP

- Kepada

- a.n.Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

Pengislan Jumlah Rupiah/US$
a. Lampiran SKPLB

b. SKPLB

* Baris/No.Urut pada SKPLB

. Formulir dibuat/dicetak (print out ) dalam rangkap 4 (empat):
;. untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
: untuk Seksi Pelayanan;
: untuk Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

. Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Datam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak

memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Waijib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan

*

Whajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US$
MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/USS
MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1

2

Penghasilan Neto/berdasarkan
Norma(Jabatan)/ (Rugi)

. Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPLB.

Penghasilan yang seharusnya tidak terutang :

PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

Penghasilan Kena Pajak
PPh terutang

Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24
yang telah diperhitungkan tahun lalu

Jumlah PPh terutang
Kredit Pajak

Jumlah PPh yang lebih bayar/seharusnya
tidak terutang

Terbilang: ... ccevovver e

Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang
akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar
pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian
atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1
"Penghasilan Neto (Rugi)® & baris 3 "Penghasilan Kena Pajak” pada formulir
SKPLB tidak perlu diisi.

: Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPLB.
: Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPLB.
: Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPLB.
. Diisi sesuai dengan baris 19.f Lampiran SKPLB.
: Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPLB.

: Cukup jelas.
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‘ KODE NOTA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN
Untuk Waflb Pajak : [1_]oranc prisant [2]eaoan
Untuk Jenis Kebetapan/ : [1]se [2]sxexe [[3Jskexer
Keputusan [4]skrre [[s Jsken [CeJsxere
Dasar Penerbitan Ketetapan/ : [ ]penentian [(2_]pemeriksaan [[3_Jremeriksaan urang

Keputusan [[4 Jpemerixsaan Bukti Permutaan
Dasar Hukum Ketetapan/ ¢ [ ]rasai 13 [2]pasai 13 [ ]pasai 14 [aJressitsavat(ty  [[5 Jrasat 15ayat(3)
Keputusan [[6 Jpasal 15 ayat (4) [ Jpessi17avat (1) [ Jrasalizavat(z) (9 Jpasaliza [10]Pasat 178
[11]pasa 17¢ [12]pasai 170
Masa Pajak : s.d. Laporan Penelitian/ - Nomor
Tahun Pajak : Pemerlksaan/Pemeriksaan - Tanggal
Tahun Buku : s.d. Utang/Pemeriksaan Bukper’
Permohonan (LB) - Nomor : Dasar Penetapan Pajak Terutang” : EI Norma EPembukuan
- Tanggal E Jabatan
Tanggal SPT Disampalkan
Nama Wajlb Pajak : Cara WP Menghitung Penghasllan Neto® : (1] Norma [ 2 |Pembukuan
NPWP Pembukuan Dalam Mata Uang® [ e [2]uss
Alamat Keputusan Izin Pembukuan - Nomor :
Kode Pos Menggunakan US$"Y - Tanggal
Pekerjaan/Usaha
KLU (5 digit)
JUMLAH RUPIAH/USS$" MENURUT
URAIAN HASA
WATIB PAJAK FISKUS inissiinimiol A;(,Hm
(DISETUIULY

1 |Penghasiian Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

2 |Harga Pokok Penjualan

3 |Penghasiian Bruto atau Laba bruto (1-2)

4 |Pengurang Penghasiian Bruto atau Biaya usaha

5 _|Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)

6 |Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:

Penghaslian dari luar usaha

Penghaslian jasa/ pekerjsan bebas

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Lain-lain

DEGUES

Jumiah (a+b+c+d)

7 |Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto

8 |Penyesuaian Fiskal

a. Penyesuaian Fiskal Positif

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

¢, Jumiah (a-b)

9 |Penghasiian Neto Luar Negeri

10 |3umiah Penghasilan Neto (5+6.e-748.c+8)/berdasarkan Norma (Jabatan)?

11 |Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

12 |Kompensasi keruglan

13 |Penghasllan Tidsk Kena Pajak (PTKP)

14 |Penghaslian yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

15 |Penghaslian Kena Pajak ((10-11-12-13) atsu NIHIL)

16 |PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)

17 |Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

18 |Jumiah PPh terutang (16+17)

19 |Kredit Pajak:

a. Pph ditanggung Pemerintah

[b. Dipotong/dipungut oleh plhak lain:

b.t. PPh Pasal 21

b.2. PPh Pasal 22

b.3. PPh Pasal 23

b.4. PPh Pasal 24

b.5. Lain lain

b.6. Jumiah Sb.1+b.2+b.3+b.4+b.5}

c. Dibayar sendiri:

c.1. PPh Pasal 22

c.2. PPh Pasal 25

c.3. PPh Pasal 29

c.4. STP (pokok kurang bayar)

c.5. Lain lain

c.6. Jumiah (c.1+¢.2+¢.3+C.4+4C.5)

F.4.1.77.
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URAIAN

JUMLAH RUPIAH/US$" MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIULY™?

d. Diperhitungkan:

d.1. SKPKB  (pokok kurang bayar)

d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)

d.3. SKPLB

d.4. SKPPKP

d.5. Jumiah (d.14-d.2-d.3-d.4)

e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP}):

e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain

e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

e,3. Telah dipotong/dipungut

e.4. Jumiah (e.l1+e.2+e.3)

f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ({(a+b.6+¢.6+d.5) atau e.4)

2. |Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)

20 |Pajak yang: b. |Leblh dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)
c. |Nihil (18=19.1)

21 |Sanksi Administrasi:

a. STP

a.1. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Bunga Pasal 8 {(2) KUP

a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP

a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP

a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP

b. SKPKB

b.1, Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP

b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP

b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

C. SKPKBT

¢.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP

d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau ¢}

a. |Masth harus dibayar (20.a+21.d)

22 |Jumlah PPh yang: b. |Leblh dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)
¢. [Nihil (20.c)
Terbiang: ..c.ccccovvnennimmmesmieeneenmmnenrenreneneene ververeraee
DIHITUNG DITELITL

1) Coret yang tidak periu
2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/{abatan, barls kedua sampal barls keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut fiskus tidak dilsl.
3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara nerma, barls kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.

4) Tercetak dalam hal Nota Penghltungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
5) Kolom Inl tidak diisi dalam hal :

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan buktl permulaan Pasal 13A UU KUP;

b. Jenls ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

F.4.1.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan,
pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak
(SKPPKP).

Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak
badan atau orang pribadi.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (badan atau orang pribadi),
suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata
untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut
harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan
yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua
Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk
Masa Pajak Maret 2017.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 . dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;

- lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

- Untuk Waijib Pajak : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan Waijib Pajak
yang akan diterbitkan ketetapan.

- Kode Nota : Dilsi pada [ ] | | (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada [:] (kotak) yang sesuai dengan jenis

ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar
diterbitkannya ketetapan/keputusan.

- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada [:] (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum
diterbitkannya ketetapan/keputusan.
- Masa Pajak . Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk

Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan
adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum

butir 2).

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun
Pajak tetap diisi.

- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan

angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang
sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya
Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas

pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas

pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib

- Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.

- Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda " X " (silang) pada [__| (kotak) yang sesuai dengan dasar
penetapan pajak terutang Waijib Pajak.

- Lap. Penelitian/ : Coret yang tidak periu.

Pemeriksaan/Pemeriksaan
Ulang/Pemeriksaan Bukper

- Nomor : Cukup jelas.

: - Tanggal : Cukup jelas.

- Nama Wajib Pajak . Cukup jelas.

- NPWP : Cukup jelas.

- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan
Usaha Wajib Pajak.

- Alamat : Cukup jelas.

- Kode Pos : Cukup jelas.

- Cara WP Menghitung Penghasilan Neto : Diberi tanda " X " (silang) pada I:I (kotak) yang sesuai dengan cara
penghitungan penghasilan Wajib Pajak.

- Pembukuan Dalam Mata Uang : Diberi tanda " X " (sitang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang
yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
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- Keputusan Izin Pembukuan :
Menggunakan US$
- Nomor
- Tanggal

Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom
Kolom Jumiah Rupiah/US$ Menurut:

- WAJIB PAJAK

- FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran
Usaha/Bruto

2 Harga Pokok Penjualan

3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto

4 Pengurang Penghasilan Bruto atau
Biaya usaha

5 Penghasilan neto dalam negeri

6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:

a. Penghasilan dari luar usaha

b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas

¢. Penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan

d. Lain-lain
e. Jumlah

7 Fasilitas penanaman modal berupa :

pengurangan penghasilan neto

8 Penyesuaian Fiskal
9 Penghasilan neto luar negeri

10 Jumlah penghasilan neto/ berdasarkan
Norma (Jabatan)

11 Zakat/sumbangan keagamaan yang
bersifat wajib

: Diisi  jumlah

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan
pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika

: (-:uk'ijp jelas.
: Cukup jelas.

. Diisi jumiah Rupiah/US$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan

SPT.
Rupiah/US$ menurut penghitungan peneliti/pemeriksa
berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan
bukper.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US$ berdasarkan ketentuan pembahasan

akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A

UU KUP; atau
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

. Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumliah

nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang
bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.

: Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil

penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian
SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan
baris ini tidak diisi.

: Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib

Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak
diisi.

: Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usahaljumlah

pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris
ini tidak diisi.

: Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak

orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar
penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha
dengan persentase Norma Penghitungan.

: Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian
SPT.

: Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang

bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi
Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.

: Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan

pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk
Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan
baris ini tidak diisi.

: Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & ¢.
: Cukup jelas.

Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib
Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan
Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan
Fasilitas Pajak Penghasilan.

: Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak

yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.

: Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada Tahun Pajak yang

bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.

: Cukup jelas.

. Diisi sebesar zakat/'sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas

penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang
bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
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12 Kompensasi kerugian

13 Penghasilan Tidak Kena Pajak

14 Penghasilan yang seharusnya tidak :

terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

15 Penghasilan Kena Pajak

16 PPh terutang

17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun lalu

18 Jumlah PPh terutang (16+17)
19 Kredit pajak:

PPh Ditanggung Pemerintah
Dipotong/dipungut pihak lain
Dibayar sendiri
diperhitungkan

poooo

(Pasal 17 ayat (2) KUP)

f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan

20 Pajak yang:
a. Tidak/Kurang dibayar
b. Lebih dibayar / seharusnya tidak
terutang
c. Nihil
21 Sanksi administrasi

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

22 Jumlah PPh yang:

a. Masih harus dibayar

b. Lebih dibayar/seharusnya tidak
terutang

c. Nihil

- Terbilang: ..............coel

PPh yang seharusnya tidak terutang :

: Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun

pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan
pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Waijib Pajak orang pribadi yang
menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

. Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak orang pribadi

yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas
penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 "Penghasilan
Kena Pajak" tidak perlu diisi.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang
seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan
lainnya baris ini tidak perlu diisi.

: Cukup jelas.

: Berikan tanda " X " (silang) pada Ij(kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang
berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan
penelitian/pemeriksaan.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Berikan tanda " X " (silang) pada D(kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom "JUMLAH

" RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS"

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung

- Diteliti

. Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf

dibubuhkan.

: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL ....."
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. Telah dilakukan benelItian/pemerlksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukperZ) atas pelaksanaan kewajiban Pajak
Penghasilan Pasal .........."":

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper? tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang harus dibayar Rp
2. Telah dibayar Rp
3. Kurang dibayar (1-2) Rp
4. Sanksi Administrasi:

a. Denda Pasal 7 KUP Rp

keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPh Pasal .... V

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP Rp

atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal .... " yang
mengakibatkan utang pajak menjadl lebih besar

c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu
saat atau Masa Pajak

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp

atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah
tulis dan/atau salah hitung

e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d) Rp
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e) Rp
Terbllang:

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran,
akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala SeKSi ......veemrreeriecns )

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

2) Coret yang tidak perlu

3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala
Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.1.23.
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LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS

1 |Pajak yang harus dibayar

2 |Telah dibayar

3 |Kurang dibayar {(1-2)

4 |Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 8 (2a) KUP
Bunga Pasal 9 (2a) KUP
Bunga Pasal 14 (3) KUP

a.
b
c.
d
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

F.5.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN PASAL .....
A. Umum
1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal ...
a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final,
PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan Pasal ..... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal ....
(Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 . untuk Seksi Penagihan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- lembar ke-4 . untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN PASAL ....... . Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor - Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret
2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun
pajak.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam
hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh
tempo. Misainya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April

2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat
Kepala Seksi ..................... yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para

Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal ..... (Formulir F.4.1.77.).
b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak
Penghasilan Pasal .... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
FISKUS".
* Baris/No.Urut pada STP * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
1 Pajak yang harus dibayar . Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok
pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok
pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
5 Jumlah yang masih harus dibayar . Diisi sesuai dengan baris 5§ Lampiran STP.

- Terbilang: .....cccovvveii i . Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ......."

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan? atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ..............’s

Nama Wajib Pajak
NPWP :

II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan® tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. PP coreernee 1 yang terutang Rp
3. Kredit Pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp
b. Setoran masa Rp
c. STP (pokok kurang bayar) Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak .......... Rp
e. Uang Tebusan yang telah dibayar Rp
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar Rp
g. Lain-lain Rp
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .......... Rp
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h) Rp
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i) Rp
5. Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal ........cceceeers
b. Kenaikan Pasal .................
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c) Rp
e ————
Terbilang @ cc..cvveeviniemrciianiane rereetertenanreana e n e rrn st s r et e e r et aseanereTEn U PO U RN
7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan® R
Terbitang™ & vivivecrererierrrrerseeeereessrssrssen s eeereeeteenttateatiestretesteasteatassEeieeiesiebiaEeete s betease et e Re et e R e s g e R SeneeReneat s s e ane e e e e aneen

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sankst
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan®,

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Waijib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada
angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa®.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesual dengan jenis pajak

2) Coret yang tidak perlu
3) Baris ini tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN .............. n

Nomor

Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib pajak
NPWP

LAMPIRAN SKPKB

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR

(DISETUIUL)?

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

PPh Pasal ......... 1 yang terutang
Kredit pajak:

12

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)
Sanksi administrasi:

a.
b.

c.

5@ = o o o

PPh Ditanggung Pemerintah

Setoran masa

STP (pokok kurang bayar)

Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ............

Uang Tebusan yang telah dibayar

PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar
Lain-lain

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ............

Jumiah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)

Bunga Pasal .................
Kenaikan Pasal .................

Jumlah sanksi administrasi (a+b) B

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)

1)
2)
3)

F.4.1.23

Dilsi sesuai dengan jenis pajak .
Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.
Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN .....
A. Umum
1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan:
a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh
Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang
Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan ..... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan ..... (Formulir F.4.1.77.)

Formulir dibuat/dicetak (print out ) dalam rangkap 5 (Ilma)

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5
Ukuran kertas

untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

untuk Seksi Penagihan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
untuk Seksi Pelayanan;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

- PAJAK PENGHASILAN .....
- Nomor

- Masa/Tahun Pajak

- Tanggal Penerbitan

- Tanggal Jatuh Tempo

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Kepada

- a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

Pengisian Jumlah RUPIAH
a. Lampiran SKPKB

b. SKPKB

* Baris/No.Urut pada SKPKB

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisl dengan nama bulan dan Tahun
Pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal
diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.

Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

Cukup jelas

Cukup jelas

Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan
atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari
Wajib Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan
..... (Formulir F.4.1.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan
..... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FiSKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar
Pengenaan Pajak

PPh ..... yang terutang

Kredit Pajak

Pajak yang tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi

G wWN

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar

- Terbilang: .

7 Jumlah kurang bayar yang dlsetu1m
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

- Terbilang: ..c.covvvivieee i

Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.
Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.
Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
Sanksi administrasi dapat berupa:

Bunga Pasal 13 (2) KUP

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

Bunga Pasal 13 (5) KUP

Kenaikan Pasal 13A KUP

Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP

DIISI sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.

10 a0 oo

: Cukup jelas.

Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut:

- Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan
Bukper Pasal 13A.

- Dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

Cukup jelas
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

1. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang? atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasflan .......... D,

Nama Wajlb Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulangz’ tersebut di atas, jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. PPh........ 1 yang terutang Rp
3. Kredit Pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp
b. Setoran masa Rp
c. STP (pokok kurang bayar) Rp
d. Kompensasi keleblhan dari Masa Pajak ......... Rp
e. Lain-lain Rp
f. Kompensasi keleblhan ke Masa Pajak ........ Rp
g. Diperhltungkan:
g.1. SKPKB  (pokok kurang bayar) Rp
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) Rp
g.3. SKPLB Rp
g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3) Rp
h. Jumiah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d-f+g.4) Rp
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h) Rp

5. Sanksi administrasi:

a. BungaPasal ........c..ceeeen

b. Kenalkan Pasal .................

c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c) Rp

=15 o1 1T PP

7. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp

=15 ] - 1T« USSP SRR

Bayarlah jumlah sebagalmana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenal sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud
pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

F.4.1.23.
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LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN .....")

Nomor

Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib pajak
NPWP

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PEMBAHASAN
WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)

1 |Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
PPh ... 1 yang terutang

3 |Kredit pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah

b. Setoran masa

STP (pokok kurang bayar)

Kompensasl kelebihan dari Masa Pajak ............
Lain-lain

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ............

@ »p a o

Diperhitungkan:

g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)

g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)

g.3. SKPLB

g.4. Jumlah (g9.1+g.2-9.3)

h. Jumiah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f+g.4)
4 |Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)

Sanksl administrasi: B L e I
a. BungaPasal ................. . L FS L

b. Kenalkan Pasal .......c.ccoienns

¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

6 [Jumlah PPh yang maslh harus dibayar: (4+5.c)

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

F.4.1.23
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN .....

A. Umum

1.

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak
Penghasilan .....:

a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh
Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan ..... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan ..... (Formulir

Formulir dibuat/dicetak (print out ) dalam rangkap 5 (lima):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 . untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-5 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
- e . Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN PASAL ........ : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun

pajak. Misalnya Masa.Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal
diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 Aprit 2017.

- Nama Wajib Pajak . Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPKBT . Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan
..... (Formulir F.4.1.77.).

b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak
Penghasilan ..... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKBT.
Pengenaan Pajak

2 PPhPasal ....... yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.
3 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.
4 Pajak yang tidak/kurang dibayar . Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
5 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP
6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar . Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.

- Terbilang: .......ccoevrvevreireiiciiiciiinienene : Cukup jelas.
7 Jumlah kurang bayar tambahan yang : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"dengan perincian sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.......... Y.

- Terbilang: ........cccoeeveeiiviiieenee e : Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa/Tahun Pajak

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ..............

Nama Wajib Pajak
NPWP

I1. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. Pph ..........") yang terutang Rp
3. Kredit Pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp

b. Setoran masa Rp

c. STP (pokok kurang bayar) Rp

d. Kompensasi kelebihan darl Masa Pajak ......... Rp

e, Lain-lain Rp

f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ......... Rp

g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan {(a+b+c+d+e-f) Rp
4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.9) Rp NIHIL

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN .....")

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
WAIJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
PPh ........ ) yang terutang
Kredit pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah
b. Setoran masa
¢. STP (pokok kurang bayar)
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ..........
e. Lain-lain
f. Kompensasl keleblhan ke Masa Pajak ..........
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)
4 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.9) NIHIL

1) Dilsi sesuai dengan jenis pajak

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN .....
A. Umum
1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan .....
a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
b. PPh Final . PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh
Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan ..... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan ..... (Formulir
F.4.1.77)
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-4 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

B e ereeereenerear e eee e e een neeaaena e : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN PASAL ....... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 ‘Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

- NPWP : Cukup jelas.

- Kepada . Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penghasilan ..... (Formulir F.4.1.77.).
b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak

Penghasilan ..... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPN Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
1 Penghasilan Kena  Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPN.
Pengenaan Pajak
2 PPh ....... yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN.
3 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.

*

4 Jumiah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor

Masa/Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan

Nama Wajib Pajak

NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

PN

a.
b.

c
d.

o™

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasa! 17 ayat (2) KUP)
PPh .........") yang terutang

Kredit Pajak:

PPh Ditanggung Pemerintah

Setoran masa

STP (pokok kurang bayar)

Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ......

Lain-lain

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ......

Diperhitungkan:

g.1. SKPLB

PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain

h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

h.3. Telah dipotong/dipungut

h.4. Jumiah (h.14+h.2+h.3)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ({(a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))

5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Terbllang:

Kepada

1) Diisi sesual dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak periu

F.4.1.23

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,




SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ..... ¥

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak

NPWP

LAMPIRAN SKPLB

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUI)

AW N =
-l
0
=

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

....... 1) yang terutang (tarif x angka 1 atau NIHIL)
Kredit pajak:

PPh Ditanggung Pemerintah

Setoran masa

STP (pokok kurang bayar)

Kompensasi kelebihan dart Masa Pajak ..........

Lain-fain

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...........
Diperhitungkan:

g.1. SKPLB

PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain

h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

h.3. Telah dipotong/dipungut

h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))

5 [Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i.-3)

1) Diisl sesual dengan jenls pajak

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN .....
A. Umum
1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan
bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.
a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh
Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan ....... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan ..... (Formulir
F.4.1.77.
3. Formulir ¢)1ibuatldioetak (print out ) dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Datal/ldentitas

m et er et e et e et e aaa e : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN PASAL ....... . Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor . Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak . Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun

pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal
diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret

2017.
- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak . Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPLB . Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan
..... (Formulir F.4.1,77.).

b. SKPLB 1 Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan
..... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPLB.
Pengenaan Pajak
2. Penghasilan yang seharusnya tidak : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang akan
terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang
seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1
"Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.

3. PPhPasal ....... yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.

4. Kredit Pajak . Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.

5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/ : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.
seharusnya tidak terutang

- Terbilang: ....coovevvenircriniiiieeeee : Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

NOTA PENGHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN ......cocermenemmmcrnmmsrnnnens )

[ Jmidak Final
[2]peh Finat

: [1]pasal 21

: [[1]pasal 4 (2) Final

[(2]asat 22 [3]pasal 23

[(2]pasat 15 Final [3]asat 19 Final

EPasal 22 Final EPasal 23 Final Pasal 26 Final

[ Jrasai 26

[[4 ]ppn Pasal 21 Final

PPh Final atas Penghasitan Tertentu Berupa
Harta Bersih yang Diperlakukan atau
Dianggap Sebagal Penghasilan

Untuk Jenis Ketetapan

:IIISTP

[2]skexs

[(a]skes [(5Jsken

[3]]skexar

Dasar Penerbitan Ketetapan

: |I]Penelltlan

Iz] Pemeriksaan

ElPemerlksaan Bukti Permulaan

EPemerlksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan

: [ ]Jpasal 13 vu kup

[2]rasat 13a wu kuP
[[6 Jpasal 17 ayat (1) uu kUP

[10]pasal 13 ayat (4) uu PP

[[5 Jpasal 15 ayat (3) uu kuP
[[9]pasal 178 uu kup

[3]pasal 14 vu kup

[7 ]pasat 17 ayat (2) uu kup
[11]pasat 18 u PP

[[a Jpasal 15 ayat (1) uu kuP

[(8Jrasat 174 uu ke

Masa Pajak

Permohonan (LB)

- Nomor
- Tanggal

Tanggal SPT Disampaikan

s.d. Tahun Pajak
Tahun Buku
Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/Pemeriksaan
Ulang/Pemeriksaan Bukper®

- Nomor

s.d.

- Tanggal

Nama Wajib Pajak

NPWP
Alamat

Kode Pos

Pekerjaan/Usaha

KLU (5 digit)

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

PEMBAHASAN AKHIR

FISKUS
(DISETUIUE)?

1 |Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak:

a.

PPh Pasal 21

a.1. Pegawal tetap

a.2. Pegawal tidak tetap

a.3. Jumiah (a.1+3a.2)

b.

PPh Pasal 22/23/26

C.

PPh Final ..oucuueecssscene B

2 |Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

w

pPh

1) yang terutang (tarif x a atau b atau ¢ atau NIHIL)

4 |Kredit Pajak:

PPh Ditanggung Pemerintah

Setoran masa

STP {pokok kurang bayar)

Kompensasl| kelebihan dari Masa Pajak ..........

Uang Tebusan yang tetah dibayar

PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar

Lain-lain

Kompensasl kelebihan ke Masa Pajak ..... ...

S HGEHBREREE

Diperhitungkan:

.1, SKPKB

(pokok kurang bayar)

i.2. SKPKBT ({pokok kurang bayar)

i.3. SKPLB

i.4. Jumlah (i.1.4i.2-.3)

PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

j.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain

j.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

j.3. Telah dipotong/dipungut

j.4. Jumlah (j.1+].2+1.3)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e+f+g-h+i.4) atau (j.4))

5 |Paja

a |Tidak/Kurang dibayar (3-4.k)

k yang : b |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.k-3)

c |Nihil (3=4.k)

6 |Sanksl Administrasi :

STP

a.1. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP

a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP

a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP

F.4.1.77.
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URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

b. SKPKB

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP

b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP

b.5. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP

¢. SKPKBT

¢.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

¢.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP

d. Jumlah sanksl administrasi (a atau b atau c)

WAIJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUD)Y

a |Masih harus dibayar (5.a+6.d)
7 |Jumlah PPh yang : b jLeblh dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)
¢ INihil (5.¢)
Terbilang & ceevemvmmmmiiirennciseencsnnniiarern,
DINTTUNG DITELITI

1) Diisl sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

2) Coret yang tidak perlu

3) Kolom ini tidak dilsl dalam hal:
a. Dasar penerblitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
b. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

F.4.1.77.




-44-

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN .......

A. Umum
1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) ....... (F.4.1.77. ) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian,
pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas PPh ....... yang akan menghasilkan : Surat Tagihan

Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77. ) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas PPh:

a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh
Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang
Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun

Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat

pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang

sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa

Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota

Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa

Pajak Maret 2017.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

- lembar ke-1 . dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;

- lembar ke-2 : untuk seksif/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.

. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5 x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
. Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

- Kode Nota : Dilsi pada [ ] | ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

-  PAJAK PENGHASILAN .... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

- Tidak Final/Final : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu

final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda " X " (silang) pada
|__—] (kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.

- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang
akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya
ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada {1 (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum
diterbitkannya ketetapan.

- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari,

02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan
cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap

diisi.
Dalam hal PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan
atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat diterbitkannya Surat
Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih yang diperakukan atau
dianggap sebagai Penghasilan.

- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01
s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun
takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang berbeda dengan tahun takwim, misainya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih
dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal . Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih
dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Waijib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
- Lap. Penelitian/ : Coret yang tidak periu.

Pemeriksaan/Pemeriksaan
Ulang/Pemeriksaan Buper

- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggat : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-X3X.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki

' NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
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- KLU (5 digit)

- Alamat
- Kode Pos

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
- WAJIB PAJAK

- FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar
Pengenaan Pajak

2 Penghasilan yang Seharusnya
Tidak Terutang PPh

3 PPh ... yang terutang

4 Kredit Pajak:
a. PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah
b. Setoran masa

c. STP (pokok kurang bayar)

d. Kompensasi kelebihan dari :

Masa Pajak.........

e. Uang Tebusan yang telah
dibayar

f. PPh Final atas
Pengungkapan Harta Bersih
yang telah dibayar

g. Lain-lain

h. Kompensasi kelebihan ke
Masa Pajak .........

i. Diperhitungkan

j. PPh yang seharusnya tidak :

terutang

k. Jumlah pajak yang dapat :

dikreditkan
5 Pajak yang :
a. Tidak/Kurang dibayar
b. Lebih dibayar/seharusnya
tidak terutang
¢. Nihil
6 Sanksi administrasi

a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
7 Jumlah PPh yang:
a. Masih harus dibayar
b. Lebih dibayar/seharusnya
tidak terutang

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Waijib Pajak.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Waijib Pajak sesuai dengan SPT.
: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan penelitipemeriksa berdasarkan hasil

Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A; atau
b. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

: Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang

akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 " Penghasilan yang
seharusnya tidak terutang” tidak perlu diisi.

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang

telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian
atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak” tidak perlu diisi.

: Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL

dalam-hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka

"0 " (nol) atau " - " (strip).

Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang
berasal dari Masa Pajak Januari 2017 dan Masa Pajak Mei 2017, maka ditulis " Januari
2017, Mei 2017".

: Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah

dibayar oleh Waijib Pajak.

. Diisi dalam hal terdapat PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar

oleh Waijib Pajak.

. Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, ¢, d, e, f, h, dan |, termasuk setoran

tahunan

: Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke

Masa Pajak April 2017 dan Masa Pajak Juli 2017, maka ditulis "April 2017, Juli 2017".

. Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak
Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk
jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.

Cukup jelas.

: Berikan tanda " X " (silang) pada (I (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku
untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan
penelitian/pemeriksaan.

: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Berikan tanda " X " (silang) pada ] (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
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¢. Nihil : Cukup jelas.
- Terbilang: .....covevveereeeennns : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan® atas pelaksanaan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II. | Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan? tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN
PENGUSAHA KENA PAJAK FISKUS
1 | Pajak harus dibayar/ ditagih kembati
2 | Telah dibayar
3 | Kurang dibayar (1-2)
4 | Sanksi Administrasi :

a. Denda Pasal 7 KUP
keterlambatan Penyampalan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih
besar
¢. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang difakukan melewati jatuh tempo
pembayaran atau peyetoran pajak
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung
e. Denda Pasal 14 (4) KUP
e.l pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi
tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat
waktu
e.2 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang
tidak mengisi Faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP !
e.3 Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesual dengan masa
penerbitan faktur pajak
ed4 e.l+e2+e.3
f. Bunga Pasal 14 (5) KUP .
Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a)
Uy PPN

g. Jumlah sanksi administrasi {a+b+c+d+e.4+f)

5 | Jumiah yang masih harus dibayar (3+4.9)

TEIDIIANG I oottt s s e SRR AR ORGSR RO bR SRR R SR SE SR PSSR R SRR BA SRR b bbb

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan
penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/

Kepala Seksi ...........ccen. ,

1)  Diisl jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud darl Luar Daerah
Pabean/ Pemanfaatan JKP darl Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Keglatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktlva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak untuk Diperjuaibelikan (untuk Masa Pajak atau baglan Tahun Pajak atau Tahun
Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberlkan pengembalian
Pajak Masukan.

2) Coret yang tidak perlu

3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP
Kepala Kantor/Kepala Seksl atau pejabat yang berwenang sesual dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.2.23.
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LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1)

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA
PAIAK FISKUS
1 |Pajak harus dibayar/ ditagih kembali
2 |Telah dibayar
3 |Kurang dibayar (1-2)
4 |Sanksi Adminitrasi :

a. Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 8 (2a) KUP

Bunga Pasal 9 (2a) KUP

Bunga Pasal 14 (3) KUP

Denda Pasal 14 (4) KUP

Bunga Pasal 14 (5) KUP

Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)
Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.9)

@ m o800

1)

Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun
Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian

Pajak Masukan.

F.5.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STF)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum
Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

1.

Jasa atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
- Impor BKP

- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
- Kegiatan Membangun Sendiri
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

- Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
(untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
- PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)

Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima

- lembar ke-1

- lembar ke-2

- lembar ke-3

- lembar ke-4

- lembar ke-5

Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Datafldentitas

)

untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

: untuk Seksi Penagihan;

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA :

- Nomor

- Masa Pajak

- Tanggal Penerbitan

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Kepada

- a.n. | Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor/
Kepala Seksi ................ s

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran STP

b. STP

* Baris/No.Urut pada STP
1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali

2 Telah dibayar

Kurang dibayar

Sanksi Administrasi

Jumlah yang masih harus dibayar

- Temilang: ....cooveveeiiiiiiiiii

(S I ]

Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari
Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah
Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun
Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengemballian Pajak Masukan. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP
dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret
2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis
27 Maret 2017.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Waijib Pajak yang bersangkutan.

: Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan

STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat
yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak

*

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok

pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok

pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " — " (strip).

. Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
. Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
: Diisi dengan huruf sesuai jumiah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH

RUPIAH MENURUT FISKUS™
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

L | Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaanZ) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP
II.| Dari pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan? tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri®
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
¢. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap

yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang
PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab

Secara Renteng® :

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbelikan®
d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut
d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng
d.9 Jumiah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau
d.8)
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

F.4.2.23.
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3 Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
¢. Jumlah (a+b)

4 PPN vang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)

5 Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal .................

b. Kenaikan Pasal .................

¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (44-5.c)

=T 21 s g
7 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahbasan Akhir Hasil
pemeriksaan®

TEPDHANG®: «1vereeiorerrerreeseieseesisseraasresserssteesnevasnsessssassseessstaasaneastaesaneanaseeassessaseesusseasaseantaesamean sseeaaseeeantensneanasneansenan

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan®.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa®.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.

2) Coret yang tidak perlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan

sebelumnya.
5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan

penyerahan jasa.
6)  Tidak tercetak dalam ha! SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1)

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan H
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajlb Pajak/PKP

NPWP

LA

P, PK|

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN

PENGUSAHA KENA
PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR

(DISETUIUL)®

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.1l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendir
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak
oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas
Aktiva Tetap vyang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng® :

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula
Tidak Untuk Diperjualbelikan®

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut

d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng

d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7
atau d.8)

Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. tLain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)

e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........... (karena pembetulan}

¢. Jumlah {a+b)

PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)

i?

o

Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal .........
b. Kenaikan Pasal
¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)

2)
4)

5)
6)

Diist jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud darl Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk

Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.

Bagl PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisl dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

Dilst jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
Bagl PKP yang menggunakan pedoman penghlitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas

penyerahan barang dan penyerahan jasa.
Coret yang tidak perlu

Kolom ini tidak dils| dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

F.42.23
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum
Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagal sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan

1.

Nilal Barang dan Jasa atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
- Impor BKP

- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
- Kegiatan Membangun Sendini
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

- Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
(untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
- Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

Tanggung Jawab Secara Renteng

Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- [embar ke-5

. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1.

2

Pengisian Datalldentitas

. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (Ilma)

untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

untuk Seksi Penagihan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
untuk Seksi Pelayanan;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

- Nomor

- Masa Pajak

- Tanggal Penerbitan

- Tanggal Jatuh Tempo

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Kepada

- a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPKB

b. SKPKB

* Baris/No.Urut pada SKPKB

1 Dasar Pengenaan Pajak:

Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari
Luar Daerah  Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah
Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun
Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB
terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak periu diisi.

. Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27
Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak

*

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :

yang terutang PPN

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :

yang tidak terutang PPN
c. Jumlah seluruh penyerahan

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

Diisi sesuai dengan baris 1.a. Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKB.
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d. Atas Impor B_K?’_IPemanfaatan BKP Tidak

Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah
Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut
Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya
tidak seharusnya dibebaskan atau ftidak
dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng

Penghitungan PPN Kurang Bayar:
Kelebihan yang sudah dikompensasikan
PPN yang tidak/kurang dibayar

Sanksi Administrasi

Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Terbilang: .....c.ooovvviiiiiiiee

Jumlah kurang bayar

berdasarkan Pembahasan Akhir
Pemeriksaan.

Terbilang: .........cooveiiiriiiinii

yang disetujui :
Hasil

: Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.

Sanksi administrasi dapat berupa:

Bunga Pasal 13 (2) KUP

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

Bunga Pasal 13 (5) KUP

Kenaikan Pasal 13A KUP

Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

moapoo

. Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.
: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 Lampiran SKPKB pada

kotom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH

MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (RISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai

berikut:

- Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan
Bukper Pasal 13A

- Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (..........)".
Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1)
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I

IL

Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang? tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN PENGUSAHA KENA
PAJAK

FISKUS

Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.1. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP darl Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak
oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak

dipungut? ;

(4]

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbelikan®

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut

d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7)

Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.2.2 atau 1.d.8)
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-fain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

F.4.2.23.
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¢. Diperhitungkan:
c.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
c.3. SKPLB
c.4. SKPPKP
¢.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
¢. Jumlah (a+b)
4 PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)

5 Sanksi administrasi: 0 : :
a. Bunga Pasal .....c..o........ el g
b. Kenaikan Pasal .........cecevees T s S A
¢. Jumlah sanksl administrasi (a+b) S S
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)
=L 2 L= T« OO
2 Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan®
TODIANG®: . eitieiciecie et ee e et et te st et e e et eareert e b e e s e st s b e s e s ent e R e 1R EtoR e R RS SR e een e nae st ennteaneaneeeseneresaneeaseennern

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajlb Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumiab
sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagth dengan Surat Paksa.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

Kepada

1)  Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut.

2) Coret yang tidak perlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumiah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4)  Diisi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006
dan sebelumnya.

5) Bagl PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1)

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

LAMPIRAN SKPKBT

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA FISKUS PEMBAHASAN AKHIR
PAJAK (DISETUIUI)

1 | Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.l. Ekspor

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ?
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud darl Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap
yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-
nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut" :

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan®

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak
dipungut

d.8. Jumiah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau
d.7)

2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.8)

b. Dikurangi:

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Diperhitungkan:
c.1. SKPKBE (pokok kurang bayar)
c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
c.3. SKPLB
c.4. SKPPKP
¢.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-¢.4)

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)

e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

3 | Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)

¢. Jumlah (a+b)

4 | PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)

5 | Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal .......c.ceee....

b. Kenaikan Pasal ...........c..c..

c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)

1) Diisl jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak/Keglatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perclehan yang PPN-nya tidak
seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut.

2) Coret yang tidak p{erlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilsi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4)  Diisi fika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

5) Bagl PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang

dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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A. Umum

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAlI BARANG DAN JASA

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13"

Penyerahan BKP dan/atau JKP
Impor BKP

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
Kegiatan Membangun Sendiri
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
(untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2,77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (llma)
- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5
4, Ukuran kertas

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

. untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

. untuk Seksi Penagihan;

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAl BARANG DAN JASA

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Waijib Pajak
NPWP
Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

b.

*

Lampiran SKPKBT

SKPKBT

Baris/No.Urut pada SKPKBT

Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari
Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan
Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas
Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjuaibelikan/
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
Dalam hal SKPKBT terblt atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum)
tidak periu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun

pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistemn).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

. Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

;. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Waijib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

. Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak

*

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT :
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :

yang terutang PPN

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa
yang tidak terutang PPN

¢. Jumlah seluruh penyerahan

Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKBT.

: Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.

: Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKBT.
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d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP :

Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean/Pemungutan Pajak
oleh Pemungut Pajak/Kegiatan
Membangun Sendiri/ Penyerahan atas
Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/
Perolehan yang PPN-nya fidak
seharusnya dibsbaskan atau ftidak

Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT.

dipungut
Penghitungan PPN Kurang Bayar
Kelebihan yang sudah dikompensasikan
PPN yang tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi

Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Terbilang: .....ccooovvvvviiiiiee

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
. Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP
: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.

. Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 Lampiran SKPKBT pada
* kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

Jumiah kurang bayar tambahan yang : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan.

Terbilang: .......ccovveeiierieerecieeceaens

PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

: Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa Pajak

I. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajlban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II.| Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 | Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumilah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva
Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbellkan”:

]

d.1. Impor BKP
d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbelikan®
d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP.
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

L))
F.4.2.23.
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3 | Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumlah (a+b)

4 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.) NIHIL

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

3) Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006
dan sebelumnya.

4) Bagl PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1)

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

LAMPIRAN SKPN

Nama Waijib Pajak/PKP
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
PENGUP%‘RQ KENA FISKUS AKHIR
(DISETUIUL)®

Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ?
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumiah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)
. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

o

2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfaatan JK

Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva
Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan":

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean

d.4. Pemungutan Pajak

d.5. Keglatan Membangun Sendiri
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan

Semula Tidak Untu
d.7. Jumlah (d.1 atau d

(tarif x 1.2.2 atau 1.d.7)
Dikurangi:

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9

b.3. STP (pokok kurang

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5. Lain-fain

b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

P dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh

oleh Pemungut Pajak

k Diperjualbelikan®
.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)

bayar)

F.4.2.23.
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3 | Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumlah (a+b)

4 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)

NIHIL

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk

Diperjualbelikan
2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

3) Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
4) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diist dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas

penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1.

Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
- Impor BKP
- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
- Kegiatan Membangun Sendiri
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
(untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 . untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

...................................................... : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari

Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP
(PPN seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27

Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Waijib Pajak Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n Direktur Jenderal Pajak . Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

*

* Baris/No.Urut pada SKPN Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.

yang terutang PPN

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN.
yang tidak terutang PPN

¢. Jumlah seluruh penyerahan . Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN.

Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean/Pemungutan Pajak
oleh Pemungut Pajak/Kegiatan
Membangun Sendiri/ Penyerahan
atas Aktiva Tetap yang Menurut
Tujuan  Semula Tidak  Untuk
Diperjualbelikan
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2 Penghitungan PPN Kurang Bayar . Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN.
3 Kelebihan pajak yang sudah : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.

dikompensasikan
4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1)

Nomor
Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

I

II.

Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai

berikut :

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN

PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.l.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.

o0 o

d.1.
d.2.
d.3.
d.4.
d.5.
d.6.

d.7.

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)
Penghitungan PPN Lebih Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)
b. Dikurangi:

b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.

. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap
yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan” H

Ekspor

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri »
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Jumiah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

Impor BKP

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Kegiatan Membangun Sendiri

Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan®

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®

STP (pokok kurang bayar)

Dibayar dengan NPWP sendiri

Lain-lain

Jumlah (b.14b.2+b.3+b.4+b.5)

F.4.2.23.
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c. Diperhitungkan:
c.1. SKPLB
c.2. SKPPKP
c.3. Jumlah (c.1+c.2)
d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri
d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.3. Telah dipungut
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))
f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang
(e-a)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumlah (a+b)
4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)

Terbilang: ....occeirniiiicie e e e e P

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepada
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan
jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan
sebelumnya.

5) a.Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor

luar negeri;

b.Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1

Nomor

Tanggal Penerbitan

Masa Pajak
Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
PENGUPSIGZQ KENA FISKUS AKHIR
(DISETUIUIL)

1 | Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.1. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak
oleh Pemungut Pajak/Keglatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas
Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan®

0o

d.1. Impor BKP
d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud darl Luar Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbellkan ¥ .
d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)
e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)
2 | Penghitungan PPN Lebih Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.2.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)
b. Dikurangi :
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®)
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Laln-lain
b.6. Jumlah {(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Diperhitungkan:
c.1. SKPLB
c.2. SKPPKP
c.3. Jumiah (c.1+4¢.2)
d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri
d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.3. Telah dipungut
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))
f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terhutang (e-a)

3 | Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dlkompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumlah (a+b)

4 | Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)
1) Diisl jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan

Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.

?}  Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dlisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

3) Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
4) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas
penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
- Impor BKP

- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
- Kegiatan Membangun Sendiri
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

- Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
{untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

-~ PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA :

- Nomor
- Masa Pajak

- Tanggal Penerbitan

- Nama Wajib Pajak
- NPWP

- Kepada

. untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

. untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

. Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari
Luar  Daerah  Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah
Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun
Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak
Untuk Diperjualbelikan/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi
pemegang paspor luar negeri. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP
dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Dilsi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27
Maret 2017.

: Cukup jelas
: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak

memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak

: Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan

- a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPLB

b. SKPLB

*

* Baris/No.Urut pada SKPLB

alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa
yang terutang PPN
b.  Atas Penyerahan Barang dan Jasa :
yang tidak terutang PPN
¢.  Jumlah seluruh penyerahan

: Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB.

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.
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2
3

4 PPN yang lebih dibayar/seharusnya fidak :

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP :

Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean/Pemungutan Pajak
oleh Pemungut Pajak/Kegiatan
Membangun Sendiri/ Penyerahan
atas Aktiva Tetap yang Menurut
Tujuan Semula Tidak  Untuk
Diperjualbelikan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17
ayat (2) KUP)

Penghitungan PPN Lebih Bayar:
Kelebihan yang sudah dikompensasikan

terutang
Terbilang: .......ccocveierir s

Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan

yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar
penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan
Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1.a s.d. 1.d tidak
perlu diisi.

- Diisi sesuai dengan baris 2 Lampisan SKPLB.
- Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 Lampiran SKPLB pada kolom

"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS™




-71-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

ATAS

NOTA PENGHITUNGAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

: [[1_]PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP [ Jmror exp

PEMANFAATAN JKP DARI LUAR [5_JKEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DAERAH PABEAN

PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK
DIPERIUALBELIKAN (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan

[T JPEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUIUD DARI
LUAR DAERAH PABEAN
[(5_]peMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAIAK

[[8_]PERMINTAAN KEMBALL PAJAK PERTAMBAHAN NILAT
BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR

sebelumnya) LUAR NEGERI
PKP YANG GAGAL BERPRODUKSI PEROLEHAN YANG PPN-NYA TIDAK @TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG
DAN TELAH DIBERIKAN SEHARUSNYA DIBEBASKAN ATAU TIDAK
PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN DIPUNGUT
Jenis Ketetapan/ Esw 2 ]skrke [3]skekeT
Keputusan [[4]skris 5 Isken [[6_Jskeexp
Dasar Penerbitan Ketetapan/ H II]Penelltlan IZIPemerlksaan Epemeﬂksaan Ulang mPemeriksaan Bukti Permulaan
Keputusan

Dasar Hukum Ketetapan/

: EIPasal 13 IIIPasal 13A ElPasal 14
E’Pasal 17 Ayat (1) Pasal 17 Ayat (2) Pasal 17 A

II]Pasal 15 Ayat (1) EIPasal 15 Ayat (3)
(9 ]pasal 178 Pasal 17C

Keputusan
[11]pasal 170 [12]pasal 9 ¢4) [[3]pasat 176 vu KuP Jo.
UU PPN Pasal 16E UU PPN
Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak :
Permohonan (LB) - Nomor : Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Lap. - Nomor  :
Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan - Tanggal

Tanggal SPT Disampaikan

Ulang/Pemeriksaan Buper®

Nama Wajib Pajak/PKP Pekerjaan/Usaha
NPWP :

Alamat : KLU (5 digit)
Kode Pos :

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut 2

mpaog

Nomor Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Perolehan Barang Modal

Nilai Perolehan Barang Modal :
Nilai PPN yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :
Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

PEMBAHASAN AKHIR

WAIIB PAJAK K
FISKUS (DISETUIUL)”

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1  Ekspor

a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri *

a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6 Jumiah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

a

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendirl/Penyerahan atas
Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah
diberikan pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak

dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng 9

d.1  Impor BKP

d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri

d.6  Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan®

d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberlkan p mpbalian Pajak Masuk

d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng

d.10 Jumiah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendirl (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)

b. Dikurangi:

b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

b.2  Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®

b.3  STP (pokok kurang bayar)

b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5 Lain-lain

b.6. Jumiah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

F.4.2.77.
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JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAIJIB PAJAK FISKUS PEMBAHASAN AI7<HIR
(DISETUIUL)"

¢. Diperhltungkan:

c.1 SKPKB  (pokok kurang bayar)

c¢.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)

c.3 SKPLB

c.4 SKPPKP

¢.5 Jumiah (c.14¢.2-c.3-c.4)

d. " PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

d.1 Dibayar dengan NPWP pihak iain

d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri

d.3 Telah dipungut

d.4  Jumiah {(d.1+d.2+d.3)

e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))

.1 |Kurang Bayar (a-e)

Jumiah penghitungan PPN .2 |Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)

yang:
£.3 |Nihfl (a=e)

3 |Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)

c. Jumiah (3+b)

a. |Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)

4 |PPN yang: b. |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)

c. |NIhil ((2.f.2=3.c atau (2..3))

5 |Sanksi administrasl :

a. STP:

a.l. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.4. Bunga Pasal 14 (3 )KUP

a.5. Denda Pasal 14 (4) KUP

a.6. Bunga Pasal 14 (5) Kup

b. SKPKB:

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP
b.4. Kenalkan Pasal 13A KUP

b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

b.6. Kenalkan Pasal 17D (5) KUP

b.7. Bunga Pasal 13 {2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

c. SKPKBT:

c.i. Kenalkan Pasal 15 (2) KUP

c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP

d. Jumiah sanksi administrasi (a atau b atau c)

a |Masih harus dibayar (4.a+5.d)

& [Jumlah PPN yang: b |Lebth dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)
c |Nihii (4.c)
TOIDIBNG © evoreerececcceesenreomssmbrsssnsisssessasesssos sosssasissasssasss s st smERSsS RS R4 220072 444ES R LS00 00833280 E S A 484444420 RE RO 444148 AL 1L 11 R 8 101 R S RSORS00 £ 884 RO R RO SRR E B
DIHITUNG DITELLIT

1) Coret yang tidak perlu

2) Bagian Ini hanya dalam hal p b adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
3) Bagl PKP yang mengqgunak \gan pengkredi pajak K diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan fasa
4) Dlisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak aleh P Pajak/
Sendlri/Penyerahan atas Aktlva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbellkan/PKP gagal berproduks! dan telah diberikan peng Pajak /F yang PPN-nya tidak
ya dib atau tidak / T Jawab Secara Renteng.

5) Dlist jlka ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Baglan Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
6) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilal yang dibayar oleh orang pribadl pemegang paspor luar negeri;
b. Bagl PKP yang mengg ped pengl pajak diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

7) Kolom ini tidak diisi datam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
b. 1lenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

F.4.2.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil ‘penelitian,
pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan
menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketstapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
- Impor BKP
- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
- Kegiatan Membangun Sendiri
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

(untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
- Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
- PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
- Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
- Tanggung Jawab Secara Renteng
Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa
Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi
administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih
dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan
yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota
Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret

2017,
Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 . dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
- lembar ke-2 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

Penghitungan.

- Kode Nota : Disi pada [ ] ] ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada I (kotak) yang sesuai dengan jenis
Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan.

- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan yang akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar
penerbitan ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum ketetapan.

- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk
Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum
butir 3).

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa,
Tahun Pajak tetap diisi.

- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis

dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun
buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12.
Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan
tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
Pajak.
Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Waijib
Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan . Cukup jelas.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan : Coret yang tidak periu.
Ulang/Pemeriksaan Buper
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal 1 Cukup jelas.
- Nama Waiib Pajak/PKP . Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang
tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos . Cukup jelas.

- _Pekerjaan/Usaha ;. Cukup jelas.
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KLU (5 digit)

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

papop

f.

Nomor Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Perolehan Barang Modal

Nilai Perolehan Barang Modal

Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak
Dipungut

Tanggal Terjadinya Pelanggaran

Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
- WAIJIB PAJAK

FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR

(DISETUJUI)

Barls/Nomor Urut
1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang
PPN:
a.1. Ekspor

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :

sendiri

a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh :

Pemungut PPN
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan :

PPN
a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a. 3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak :

terutang PPN:
¢. Jumiah Seluruh Penyerahan (a+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud :

dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari
Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang
gagal berproduksi dan telah  diberikan
pengemballian Pajak Masukan/Perolehan yang
PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng:

d.1 Impor BKP

d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar :

Daerah Pabean

d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri

d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut :

Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan”’

d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah :

diberikan pengemballian Pajak Masukan

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi
Lapangan Usaha Wajib Pajak.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan

atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.

: Cukup jelas.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena

Pajak sesuai dengan SPT.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan

hasil pemeriksaan/penelitian.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan

akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah
STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan
bukti permulaan Pasal 13A.

: Diisi jumiah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri
untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut
PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa

pajak yang bersangkutan.
Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN
untuk masa pajak yang bersangkutan.

1 Cukup jelas.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa
pajak yang bersangkutan.

. Cukup jelas.

Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas
Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3,
atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas impor BKP.

Baris d.2 s.d. d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan
BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6,
d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan

JKP dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9
tidak diisi.

. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan

Pajak oleh Pemungut Pajak. Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9
tidak diisi.

. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan

Membangun Sendiri. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6, d.7,d.8 dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan
Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan,
dan hanya dilsi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisikan pada
baris 1.a. Barisd.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, 0.8 dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang
gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan.
Baris d.1, d.2, d.3, d.4, .5, d.6, d.8 dan d.9 tidak diisi.
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d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya :

dibebaskan atau tidak dipungut

d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng

d.10 Jumiah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau
d.5 atau d.6 atau d7 atau d.8 atau d.9)

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar:

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x :

1.a.2 atau tarif x 1.d.10 atau NIHIL)

b. Dikurangi:
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak
yang sama

b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
b.3 STP (pokok kurang bayar)

b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5 Lain-lain

b.6 Jumiah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
¢. Diperhitungkan:

c.1 SKPKB
c2 SKPKBT
c3 SKPLB

c.4 Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP)

¢.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)
d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat
(2) KUP):

d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri
d.3 Telah dipungut

d.4 Jumiah (d.1+d.2+d.3)

e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) :

atau (d.4))

f. Jumlah penghitungan PPN yang :
f1 Kurang Bayar (a-e)
f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)
£.3 Nihil (a=e)
3 Kelebihan Pajak yang sudah
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena
pembetulan)
c. Jumiah (a+b)
4 PPN yang
a. Tidak/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(2.£.2-3.c)
c. Nihil ((2.£.2=3.c atau (2.£.3))
5 Sanksi administrasi

6 Jumlah yang
a. Masih harus dibayar (4.a+5.d)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)
c. Nihil (4.c)

- Terbilang: ...cocevviiirer

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
- Dihitung
- Diteliti

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali
PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Baris d.7, d.2,
d.3, d.4, d.5, d.6, d.7 dan baris d.9 tidak diisi.

. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN tanggung jawab

secara renteng. Baris d.7 s5.d d.8 tidak diisi.

: Cukup jelas.

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang

seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah
dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata
Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang.

Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi NIHIL
dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak
terutang.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Diisi hanya pokok STP. Dalam hat tidak terdapat pokok STP diisi dengan

angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).

: Cukup jelas.
- Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk

kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

: Cukup jelas.

. Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

: Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

: Diisi hanya sebesar pokok pajak.

. Diisi hanya sebesar pokok pajak.

: Cukup jelas.

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang

seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut
yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/ 2015 tentang Tata Cara
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak
Terutang.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Diisi dari hasil penghitungan ( b.6+c.5 ) atau d.4 dalam hal yang diterbitkan
adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.

: Berikan tanda " X " (silang) pada [ (kotak) yang sesuai.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

. Cukup jelas.
: Berikan tanda " X " (silang) pada [[] (kotak) yang sesuai
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP
yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang
dilakukan penelitian/pemeriksaan.

: Berikan tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom

"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

. Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaanz) atas pelaksanaan
kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II. | Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan® tersebut diatas, jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut:

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA
PAIAK FISKUS
1 Pajak harus dibayar/ ditagih kembali
2 | Telah dibayar
3 | Kurang dibayar (1-2)
4 | Sanksi Administrasi : T AT

a. Denda Pasal 7 KUP
keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa PPnBM yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar

c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati
jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
atas kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
akibat salah tulis dan/atau salah hitung

e. Jumiah sanksi administrasi (a+b+c+d)
5 | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

=g )1 = T N

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan
pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi..........ccooucun... 2

1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

2) Coret yang tidak periu

3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP
Kepala Kantor/Kepala Seksl atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada
Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
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SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

LAMPIRAN STP

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA
PAIAK FISKUS

BwW N =

Pajak harus dibayar/ ditagih kembali

Telah dibayar

Kurang dibayar (1-2)

Sanksi Adminitrasi :

Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 8 (2a) KUP

Bunga Pasal 9 (2a) KUP

Bunga Pasal 14 (3) KUP

. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)
Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.¢)

® a0 o e

1)
2)

Diisi jika STP terbit atas Impor BKF/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
Coret yang tidak perlu

F.5.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum
1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas :
- Penyerahan BKP
- Impor BKP

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (F.4.2.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
- fembar ke-3 . untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4, Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5 x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Datalldentitas
...................................................... : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak, Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum)
tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

- Masa Pajak . Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret
2017.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat
Kepala Seksi ................... . yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan
atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada STP

*

Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali . Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok
pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok
pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).

3 Kurang dibayar . Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.

4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.

5 Jumlah yang masih harus dibayar . Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.

- Terbilang: ....coccoireeiii : Diisi dengan huruf sesuai jumiah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT FISKUS"
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak H Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan?® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP
II.| Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan? tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM
Tidak terhutang PPn BM
g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dlkenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumiah (c.1 s.d. c.8)
d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
(dikenakan tarif .... %)
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)
f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)

F.4.2.23,

meoo0Cw
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3 | PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
¢.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
¢.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumiah (c.1 s.d. ¢.8)

(dikenakan tarif .... %)
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)
f. Jumiah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
b. Dibayar dengan NPWP sendiri
¢. STP (pokok kurang bayar)
d. Lain-lain
e. Jumiah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5 | PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e)
6 | Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal .................
b. Kenaikan Pasal
¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
7 | Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)

d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

Terbilang:

Jumiah kurang bayar yang disetujul berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan®

Terbilang™:

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan®.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana

dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa®,

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya

dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng
2) Coret yang tidak perlu

3) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Buktl Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1)

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

N SKPKB

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA PEMBAHASAN
KENA PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUL)?

Dasar Pengenaan Pajak atas:

@ *papoae

Ekspor
Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak

. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM
Tidak terhutang PPn BM
Jumiah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

PPn BM yang harus dipungut sendiri:

a.1. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6. Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)

Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

h.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

¢.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

c.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)

Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .... %)
Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)
Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)

F.4.2.23.
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3 | PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarlf 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
¢.5. Dikenakan tarif 50%
¢.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
d. Peroiehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .... %)
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)
f. Jumiah PPn BM yang terutang (a atau b atau ¢ atau d atau e)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
b. Dibayar dengan NPWP sendiri
¢. STP (pokok kurang bayar)
d. Lain-lain
e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5 | PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e)
6 | Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal .................
b. Kenaikan Pasal .................
c. Jumiah sanksi administrasi (a+b)
7 | Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c¢)

1) Diist jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya
tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.
2) Kolom ini tidak diisi dan tidak dicetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

3) Coret yang tidak perlu

F.4.2.23.
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A. Unum
1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas :

Penyerahan BKP
Impor BKP
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

Tanggung Jawab Secara Renteng.

Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)

. Formulir dibuat/dicetak (print out ) dalam rangkap 5 (lima
: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5

. Ukuran kertas

. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas

)

: untuk Seksi Penagihan;

: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelayanan;

. untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

ATAS

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
NPWP
Kepada

a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPKB

b. SKPKB

* Baris/No.Urut pada SKPKB

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

BARANG :

Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas
Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan

tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret
2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal

diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang

serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan

*

atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. Ekspor

: Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKB.

b Penyerahan yang PPn BM-nya harus :

dipungut sendiri
c. Penyerahan PPn
Pemungut Pajak

BM-nya

Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut
Penyerahan dibebaskan dari pengenaan

PPn BM
f. Tidak terutang PPn BM
g. Jumlah Penyerahan

dipungut :

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKB.

. Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKB.
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2.

D G A

Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
b. Impor BKP

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
d

Perolehan yang PPn BM-nya tidak :
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng
(dikenakan tarif .....%)

f. Jumlah dasar pengenaan pajak

PPn BM yang terutang atas:

a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri

b. Impor BKP

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
d

Perolehan yang PPn BM-nya fidak :

seharusnya dibebaskan atau tidak

dipungut (dikenakan tarif .....%)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng
(dikenakan tarif .....%)

f. Jumlah PPn BM yang terutang

Pajak yang dapat diperhitungkan
PPn BM yang tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi

Jumiah PPn BM yang masih harus dibayar
Terbilang: .....coovveiiiiiiiiic i

Jumlah kurang bayar yang disetujui :
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Terbilang: ....c.oovevvie v

: Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKB.
: Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKB.

: Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKB.

. Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran SKPKB.

. Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
. Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
. Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.

Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP

d. Kenaikan Pasal 13A KUP

: Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKB.
: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT FISKUS"
Diisi sesuai dengan baris 7 kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT
PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
- Angka 8 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan
Bukper Pasal 13A.
- Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.......... "

: Cukup jelas.
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KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1)

Nomor
Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

L.

II.

Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang? atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari
Waijib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulangz) tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

PENGUSAHA KENA PAJAK

FISKUS

Dasar Pengenaan Pajak atas:

g.

"o Q0 oo

Ekspor
Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak

. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut
. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM

Tidak terhutang PPn BM
Jumlah Penyerahan (a+b-+c+d+e+f)

Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

€.

PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarlf 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)

. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

¢.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

c.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

c.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)

Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)

F.4.2.23.
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3 | PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
¢.4, Dikenakan tarif 40%
¢.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)
e. Jumiah PPn BM yang terutang (a atau b atau ¢ atau d)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
. Dibayar dengan NPWP pihak lain
. Dibayar dengan NPWP sendiri
STP (pokok kurang bayar)
Lain-lain
Jumiah (a+b+c+d)
Diperhitungkan :
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
f.3. SKPLB
f.4. Jumlah (f.1+4f.2-f.3)
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)
PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.9g)
6 | Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal .................
b. Kenaikan Pasal .................
¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
7 | Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)

Terbilang: .......... . PPN

8 | Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

meoanpoo

ur

Terbilang : ..... . reuteneretneean e et serersaea e e e et $8E 4 O E R T AENESRa SRR ER e be R At rurn

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Paiak
Kepala Kantor,

1) Diist jlka SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
2) Coret yang tidak perlu

F.4.2.23.
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PIRAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo
Nama Wajlb Pajak/PKP
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
PENGUSATIA KENA FISKUS AKHIR
(DISETUIUT)

1 Dasar Pengenaan Pajak atas:

@ mpangaw

Ekspor

Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM

Tidak terhutang PPn BM

Jumlah Penyerahan (2+b+c+d+e+f)

2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dlkenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5, Dikenakan tarlf 50%

a.6. Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)

Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dlkenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dlkenakan tarif 20%

c.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

¢.5. Dikenakan tarif 50%

¢.6. Dikenakan tarif 60%

¢.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

c.9. Jumiah {c.1 s.d. ¢.8)

Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)

F.4.2.23.
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3 | PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dlkenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dlkenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ...%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarf 10%
c.2. Dikenakan tarlf 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
¢.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah {c.1s.d. ¢.8)
d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut {(dikenakan tarif .....%)
e. Jumiah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak latn
b. Dibayar dengan NPWP sendiri
c. STP (pokok kurang bayar)
d. Lain-lain
e. Jumiah (a+b+c+d)
f. Diperhitungkan :
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
f.3. SKPLB
f.4. Jumlah (f.1+£.2-f.3)
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)
5 | PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.g)
6 | Sanksi administrasl:
a. Bunga Pasal ..........cocueas
b, Kenalkan Pasal .....icovreeeenss
c. Jumlah sanksl administrasi (a+b)
7 | Jumiah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut.

2) Coret yang tidak perlu

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas :
- Penyerahan BKP
- impor BKP
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

- lembar ke-1 untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 . untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-5 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
...................................................... : Dilsi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum)
tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun
pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misainya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

- Tanggal Jatuh Tempo . Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Waijib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak ; Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT/Nota

Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH
Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

*

* Baris/No.Urut pada SKPKBT Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.2 Lampiran SKPKBT.

b Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.
dipungut sendiri

c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKBT.
Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT.
Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKBT.
pengenaan PPn BM

f. Tidak terutang PPn 8M : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKBT.

g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKBT.
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(4]

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

b. Impor BKP

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak :
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

e. Jumlah dasar pengenaan pajak :
(a atau b atau c)

PPn BM yang terutang atas:

a. Dipungut Sendiri

b. Impor BKP

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut :
Pajak

d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak :
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

e. Jumlah PPn BM yang terutang

. Dasar Pengenaan Pajak atas:

Pajak yang dapat diperhitungkan
PPn BM yang tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi

Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar

Terbilang: ......ccoooviviiiiiiiiiieiecieeene

Jumlah kurang bayar tambahan yang
disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan.

Terbilang: ......veovveiiiiiiieiiieee e

: Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKBT.

Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKBT.
Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKBT.

Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKBT.

: Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKBT.

Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKBT.

Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKBT.

: Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.

Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP

. Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKBT.
: Diisi dengan huruf sesuai jumiah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT FISKUS"

. Diisi sesuai dengan baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)” dengan perincian sebagai berikut:

- Dalam hal jumiah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.......... )"

Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak

1. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II. | Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM
Tidak terhutang PPn BM
Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

a.1. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6. Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumiah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

@ mpan oo

F.4.2.23
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c.1.
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.7.
c.8.
c.9.

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarlf 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumilah (c.1 s.d. c.8)

d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)

3 | PPn BM yang terutang atas:

a.
b.
c.
d.
e.

a.l.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.
a.8.
a.n.

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumlah (a.1 s.d. a.8)

Impor BKP:

b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.
b.8.
b.9.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:

c.1.
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6,
c.7.
c.8.
c.9.

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumilah (b.1 s.d. b.8)

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumilah (c.1 s.d. ¢.8)

d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:

Dibayar dengan NPWP pihak lain

Dibayar dengan NPWP sendiri

STP (pokok kurang bayar)
Lain-lain

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5 | Jumiah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)

Kepada

1) Diisl jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

F.4.2.23.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,



SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1)

Nomor
Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Nama Wajlb Pajak/PKP

LAMPIRAN SKPN

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
PENGUSS:: KENA FISKUS AKHIR
(DISETUIUT)

Dasar Pengenaan Pajak atas:

e~ 0 00 oo

. Ekspor
. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendirl
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut

. Penyerahan yang dibebaskan darl pengenaan PPn BM

Tidak terhutang PPn BM
. Jumiah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

a.l.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.b.
a.7.
a.8.
a.9.

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumlah (a.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.
b.8.
b.9.

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:

c.1l.
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.7.
c.8.
c.9.

d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarlf 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumilah (b.1 s.d. b.B)

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dlkenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarlf ....%
Jumiah {c.1 s.d. ¢.8)

F.4.2.23.
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3 | PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dlkenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dlkenakan tarif 20%
¢.3. Dikenakan tarif 30%
¢.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarlf ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)
d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau ¢)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
Dibayar dengan NPWP plhak lain
Dibayar dengan NPWP sendiri
STP (pokok kurang bayar)
Lain-lain
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5 | Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e} NIHIL

a0 o

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas :
- Penyerahan BKP
- Impor BKP
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Formuiir F.4.2.77).

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Datalldentitas

...................................................... : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
......................................................... Pajak, Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum)
tidak pertu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pgjak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otornatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27

Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Waijib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Waijib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penjualan

atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

*

*  Baris/No.Urut pada SKPN
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.

b  Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN.
dipingut sendiri

c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN.
Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN.
dipungut

e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPN.
pengenaan PPn BM

f.  Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPN.

g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.9 Lampiran SKPN,

2. Dasar Pengenaan Pajak atas: :
a. PPnBM yang harus dipungut sendini:  : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPN.

b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPN.

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut . Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPN.

d. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPN.
3. PPn BM yang ferutang atas: 1

a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPN.

b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPN.

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPN.

Pajak

d. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPN.

4. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.

5. Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak

I. | Telah dilakukan pemeriksaanz’ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wayjib Pajak/PKP

NPWP

II. | Dari pemeriksaanz) tersebut diatas, penghitungan jumiah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai
berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM
Tidak terhutang PPn BM
. Jumiah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2 Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

a.1. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6. Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:

c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

¢.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

c.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

¢.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)
d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)

em"paoco

F.4.2.23.
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(2) KUP)
4 PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau ¢ atau NIHIL)
5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
Dibayar dengan NPWP pihak lain
Dibayar dengan NPWP sendiri
STP (pokok kurang bayar)
Lain-lain
Jumlah (a+b+c+d)
Diperhitungkan:
f.1. SKPLB
9. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
g.3 Telah dipungut
9.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3)
h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))
6 | Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.d)

"o o0 oo

3 Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat

e

B =T o1 3 T O SRS

Kepada

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2) Coret yang tidak perlu

F.4.2.23.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,



Nama Wajib Pajak/PKP

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1)

Nomor
Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

NPWP

MP. PL

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

PENGUSAHA KENA
PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUI)

Dasar Pengenaan Pajak atas:

O TP ao0oT

. Ekspor
Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut

. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM

Tidak terhutang PPn BM
. Jumlah Penyerahan (a+b-+c+d+e+f)

Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

a.l.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.
a.8.
a.9.

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumlah (a.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.
b.8.
b.9.

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:

c.1.
c.2.
¢.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.7.
c.8.
c.9.

d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)
Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat
(2) KUP)

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumlah (b.1 s.d. b.8)

Dikenakan tarif 10%
Dikenakan tarif 20%
Dikenakan tarif 30%
Dikenakan tarif 40%
Dikenakan tarif 50%
Dikenakan tarif 60%
Dikenakan tarif 75%
Dikenakan tarif ....%
Jumlah (c.1 s.d. c.8)

F.4.2.23.
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4 | PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
8.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1, Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumilah (c.1 s.d. c.8)
d. Jumiah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau NIHIL)
5 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
. Dibayar dengan NPWP sendiri
STP (pokok kurang bayar)
. Lain-lain
Jumlah (a+b+c+d)
Diperhitungkan:
f.1. SKPLB
9. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
g.3 Telah dipungut
g.4. Jumiah (g.1+g.2+g.3)
h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ({e-f.1) atau (g.4))
6 | Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.d)

mean o

Terbilang: .....ccvveeeee

1)  Dilist jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1.

Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas :

- Penyerahan BKP

- Impor BKP

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (Formulir F.4.2.77.).
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- fembar ke-1 . untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 . untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
...................................................... : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak.
Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu

diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April

2017.

- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.

- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak
memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).

- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Waijib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta
Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. SKPLB . Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penjualan
atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA
KENA PAJAK" dan "FISKUS".

*

* Baris/No.Urut pada SKPLB Diist sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. Ekspor . Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB,
b Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB.
dipungut sendiri
¢. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.

Pemungut Pajak
d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.
e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB.
pengenaan PPn BM
f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPLB.

g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPLB.
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. Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri
b. Impor BKP

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut
d. Jumlah dasar pengenaan pajak

. Penyerahanfimpor yang seharusnya tidak :

terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)

. PPn BM yang terutang atas:
a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri

b. Impor BKP

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

Pajak
d. Jumlah PPn BM yang Terutang
. Pajak yang dapat diperhitungkan

dibayar/seharusnya tidak terutang
Terbilang: ......ccocooeiiiii

: Diisi salah satu dari a, atau b, atau ¢,
: Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPLB.
: Dilsi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPLB.
. Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPLB.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang
diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar
penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 & 2 "Dasar Pengenaan Pajak”
tidak perlu diisi.

. Diisi sesuai dengan baris 4.a Lampiran SKPLB.
: Diisi sesuai dengan baris 4.b Lampiran SKPLB.

Diisi sesuai dengan baris 4.c Lampiran SKPLB.

: Diisi sesuai dengan baris 4.d Lampiran SKPLB.
. Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.
. Jumlah PPn BM yang lebih :

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPLB.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH

RUPIAH MENURUT FISKUS"
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KODE NOTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ATAS

: [1]eenveranan ske [z ]mpor Bkp

IIIPEROLEHAN YANG PPnBM-NYA TIDAK SEHARUSNYA
DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT

[[3]pemuncuTan Paiak OLEH PEMUNGUT PAJAK
[ ]ranGeunG 1awas SEcaRA RENTENG

[27]skeks
[[5 Jsken

: [L]ste
[a]skeis

Jenis Ketetapan

[3]skeker

EI Pemeriksaan

[2]easal 13a
[7_]pasat 17 aya

: |I|Penelltlan
: EPasal 13

IEPasal 15 Ayat (4)

Dasar Penerbitan Ketetapan

Dasar Hukum Ketetapan

EPemeriksaan Ulang EIPemeriksaan Buktl Permulaan

EPasal 14 EIPasal 15 Ayat (1)

[5 Jpesat 15 ayat (3)

t (1) [10]rasal 178

[8]pasal 17 Ayat () [ JPasal 17a

Masa Pajak s.d. Tahun Pajak
Permohonan (LB) - Nomor Tahun Buku s.d.
_ Lap. Penelitian/Pemeriksaan - Nomor
Tanggal /Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan
Tanggal SPT Disampaikan Buper? - Tanggal
Narna Wajlb Pajak/PKP Pekerjaan/Usaha
NPWP
Alamat KLU (5 digit)
Kode Pos
Fasllitas Dlbebaskan atau Tidak Dipungut?)
a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas d. Nilai Perolehan Barang Modal
b, Tanggal Surat Keterangan Fasilitas e. Nilai PPn BM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut
¢. Tanggal Perclehan Barang Modal f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran
JUMLAH RUPIAH MENURUT
PEMBAHASAN AKHIR |
URATAN WAJIB PAJAK FISKUS A,,
[DISETUIUIL)”

-

Dasar Pengenaan Pajak atas:

Ekspor

Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri

Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak

Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut

Penyerahan dibebaskan darl pengenaan PPnBM

Tidak terutang PPNBM

a[=[p[=[n]o]®

Jumifah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

N

Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

a.1. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6, Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)

Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

¢.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

c.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

c.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

¢.8. Dikenakan tarif ....%

c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)

d.
(dikenakan tarif .... %)

Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)

f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau ¢ atau d atau e)

w

Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)

Y

PPn BM terutang atas :

a. Dipungut sendiri:

a.1. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

8.6, Dikenakan tarif 60%

F.4.2.77.
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JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS PEMBA KHIR
(DISETUUDY*

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumlah (2.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2, Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

€. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

c.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

¢.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

c.9. Jumilah (c.1 s.d. c.8)

d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
(dikenakan tarif ... %)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif ... %)

f. Jumiah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)

5 |Pajak yang dapat diperhitungkan :

a, Dibayar dengan NPWP plhak (aln

b. Dibayar dengan NPWP sendirl

c. STP (pokok kurang bayar)

d. Lain-lain

e, Jumiah (a+b+c+d)

f. Diperhitungkan:

f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)

f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)

f.3. SKPLB

f.4. Jumiah (f.1+f.2-1.3)

9. _PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain

g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri

0.3 Telah dipungut

9.4 Jumlah (g.1+9.2+49.3)

h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan {(e+f .4) atau (g.4))

a, |Tidak/Kurang dibayar (4.f-5.h)

6 |PPn BM yang: b. |Lebth dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)

c. |Nihil (4.f=5.h)

7 |Sanksi adminlistrasl :

a. STP:

a.1. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.4. Bunga Pasal 14 (3 )XUP

b. SKPKB:

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP

b.4 Kenalkan Pasal 13A KUP

c. SKPKBT:

c.1. Kenatkan Pasal 15 (2} KUP

c.2._Bunga Pasal 15 (4) KUP

d. Jumiah sanksl administrasi (a atau b atau ¢)

a. |Masih harus dibayar (6.a+7.d)
8 [Jumlah PPNBM yang: b. JLebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)
¢. INihll (6.c)
Terbilang:
DIHITUNG DITEUTI

1) Coret yang tidak periu.
2) Baglan Ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalab untuk menagih kembali PPn BM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
3) Kolom Ini tidak diisi dalam hal :

2. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau

b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

F.4.2.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian,
pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan
menghasilkan surat ketetapan pajak : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang,
atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.

Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :

- Penyerahan BKP

- Impor BKP

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

- Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

- Tanggung Jawab Secara Renteng

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis STP/SKP, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu
Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk
menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak
melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa
Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan
yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
- lembar ke-2 : untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Datafldentitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
Penghitungan.

- Kode Nota : Disi pada E:]:[:] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada [__] (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan

- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan
yang akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan dasar
diterbitkannya ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum
diterbitkannya ketetapan.

- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk
Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun
Pajak tetap diisi.

- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan
angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang
sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misainya
Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak
yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Waijib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak
yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Waijib Pajak.

- Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas.

- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan : Coret yang tidak periu

Ulang/Pemeriksaan Bukper
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan NPWP 00.000.000.000-XXX.000 untuk Waijib Pajak

yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
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- Alamat

- Kode Pos

- Pekerjaan/Usaha
- KLU (5 digit)

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut
Nomor Surat Keterangan Fasilitas
Tanggal Surat Keterangan Fasilitas
Tanggal Perolehan Barang Modal
Nilai Perolehan Barang Modal

Nilai PPN/PPnBM yang

Dibebaskan atau Tidak

f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran

popEw

. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom
Kolom Jumilah Rupiah Menurut
- WAJIB PAJAK

- FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut
1 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor

b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut :

sendiri
c. Penyerahan
Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut

e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan :

PPn BM
f. Tidak terutang PPnBM

g. Jumlah Penyerahan

2 Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

b. Impor BKP

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d. Perolehan yang PPnBM-nya
seharusnya  dibebaskan atau
dipungut (dikenakan tarif .... %)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng
(dikenakan tarif ... %)

f. Jumlah dasar pengenaan pajak

3 Penyerahan/impor BKP yang seharusnya tidak :

terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)

4 PPn BM terutang atas:
a. Dipungut sendiri
b. Impor BKP

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

PPnBM-nya dipungut :

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan
Usaha Waijib Pajak.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Diisi sebesar jumlah PPN/PPnBM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan

atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.

: Cukup jelas.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak

sesuai dengan SPT.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan

hasil pemeriksaan/penelitian.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah
STP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan
Pasal 13A.

. Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk
masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya tidak dipungut untuk masa

pajak yang bersangkutan. )
Diisi jumlah penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM untuk
masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPnBM untuk masa

pajak yang bersangkutan.

1 Cukup jelas.
. Diisi salah satu dari a, atau b atau c.
: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP dalam

negeri yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang
bersangkutan. Diisi pada baris a.1 s.d. a.5 sesuai dengan besaran tarif yang
dikenakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor BKP yang terutang

PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5
sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP kepada

Pemungut Pajak yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan.
Diisi pada baris ¢.1 s.d. ¢.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang PPnBM-nya

tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Besaran tarif yang dikenakan
diisikan pada tempat yang telah disediakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPnBM Tanggung Jawab

Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah
disediakan.

¢+ Cukup jelas.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang
Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan/impor BKP yang telah
dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata
Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak
Terutang.

. Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a.
: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b.
: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.
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d. Perolehan yang PPn BM-nya
seharusnya dibebaskan atau
dipungut (dikenakan tarif .... %)

tidak

e. Tanggung Jawab Secara Renteng’
(dikenakan tarif .... %)

f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b
atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)

5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
b. Dibayar dengan NPWP sendiri
c. STP (pokok kurang bayar)

d. Lain-lain
e. Jumlah (a+b+c+d)
f. Diperhitungkan:

f1. SKPKB (pokok kurang bayar)
f2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
f.3. SKPLB

f.4. Jumlah (f.1+f.2-£.3)

g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang
(Pasal 17 ayat (2) KUP):

g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain
g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri
g.3 Telah dipungut

g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)

h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan :

((e+f .4) atau (g.4))
6 PPnBMyang:
a. Tidak/kurang dibayar (4.f-5.h)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(5.h-4.f)
c. Nihil (4.f=5.h)
7 Sanksi administrasi

8 Jumlah PPn BM yang:
a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(6.b)
c. Nihil (6.c)
- Terbilang : ...ccoooiniiiici

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
- Dihitung

- Diteliti

tidak :

Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.

: Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a atau 4.b atau 4.c atau 4d atau 4e atau

diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn BM yang
Seharusnya Tidak Terutang.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan

angka " 0 " (nol).

: Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b, dan ¢
: Cukup jelas.

: Diisi hanya pokok kurang bayar.

: Diisi hanya pokok kurang bayar.

: Diisi hanya pokok pajak.

: Cukup jelas.

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang

Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar PPn BM yang telah dibayar/dipungut
yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian
atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris a
s.d. .4 tidak diisi.

* Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.

Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)

: Berikan tanda " X " (silang) pada [__] (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai

. Cukup jelas.
: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP
yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang
dilakukan penelitian/pemeriksaan.

: Berikan tanda " X " (sitang) pada [__] (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT FISKUS"

- Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK

BEA METERAI
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

L | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan® atas pelaksanaan
kewajiban Bea Meterai atas dokumen:

Nama Wajib Pajak

NPWP

IL. | Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemerlksaan bukti permulaan® tersebut diatas, jumlah yang
masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN -
WAJIB PAJAK FISKUS

1. | Bea Meterai yang harus dilunasi
2. | Telah dibayar
3. | Kurang dibayar (1-2)
4. | Sanksi Administrasi :

Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

atas dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi
5. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)

=11 Ta T TR OO U

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan
pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi .................. 2

1) Coret yang tidak perlu

2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan
NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur
Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.5.23.
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SURAT TAGIHAN PAJAK
BEA METERAI

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

LAMPIRAN STP

Nama Wajib Pajak
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN

WAJIB PAJAK FISKUS
1.| Bea Meterai yang harus dilunasi
2.| Telah dibayar
3.| Kurang dibayar (1-2)
4. | Sanksi Administrasi :

Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

5.| Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)

F.5.5.23.
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A. Umum
Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Bea Meterai atas Dokumen.
Sumber dokumen pembuatan STP Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Meterai (Formulir F.4.5.77.)

Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

1.

2.
3.

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5
Ukuran kertas

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

BEA METERAI

untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

: untuk Seksi Penagihan;

. untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

- Nomor
- Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

- Tanggal Jatuh Tempo

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Kepada

- a.nDirektur Jenderal Pajak
Kepala kantor/

Kepala Seksi ................,

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran STP

b. STP

* Baris/No.Urut pada STP

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

: Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea

Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak.
Misainya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama
bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26
April 2017.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang

menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi
atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak
kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea

Meterai (Formulir F.4.5.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai

*

pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan
"FISKUS".

Diisi sesual dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

1 Pajak harus dilunasi

2 Telah dibayar

3 Kurang dibayar
4 Sanksi Administrasi
5 Jumlah yang masih harus dibayar

Terbilang: ...

: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat

pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat

pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.

.+ Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 Lampiran STP pada

kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

BEA METERAI
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo
L | Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan” atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas
dokumen:
Nama Wajib Pajak
NPWP
IL.| pari pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaani) tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN

WAJIB PAJAK FISKUS

1 Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar

a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
a.l Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang sudah dllunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

¢. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)

2 Sanksi administrasi:
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

3 | Jumiah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)

Terbilang: ettt e n s s b a e ona b eenes .

4 | Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan

Terbilang: et e e e bbb e e e e srersernensbas e s

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah
sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

F.4.5.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
BEA METERAI

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Wajib Pajak

LAMPIRAN SKPKB

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUI)

Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar

a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
a.1 Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)

Sanksl administrasi:
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)

F.4.5,23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

A. Umum
Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Bea Meterai

1.

2.
3.

atas Dokumen

BEA METERAI

Sumber dokumen pembuatan SKPKB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77. )
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (fima):

- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5
Ukuran kertas

untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

untuk Seksi Penagihan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
untuk Seksi Pelayanan;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

- Nomor
- Masa Pajak

- Tanggal Penerbitan
- Tanggal Jatuh Tempo

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Kepada

- a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPKB

b. SKPKB

* Baris/No.Urut pada SKPKB

. Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
. Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

: Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai

yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya
Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017,

. Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

. Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam

hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh
tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April
2017.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Waijib Pajak

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang

serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai

(Formulir F.4.3.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Bea Meterai

*

pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan
"FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghitungan Bea Meterai Kurang
Dibayar

2 Sanksi Administrasi

3 Jumlah Bea Meterai yang masih harus
dibayar

- Terbilang: .......cooeimiiiiiiin,

: Diisi sesuai dengan baris 1

: Diisi sesuai dengan baris 2.
: Diisi sesuai dengan baris 3.

:, Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom

4 Jumlah kurang bayar yang disetujui :

berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan

- Terbilang: ..........cccccoviiveiiiniiinn,

"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:

: - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan

Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (..........)"
Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

BEA METERAI
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo
L | Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ) atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas
dokumen:
Nama Wajib Pajak
NPWP
Il | Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan D tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN

WAJIB PAJAK FISKUS

1.| Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar

a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
a.1 Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian
a.6 Jumlah (a.1+a.2+4a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meteral yang sudah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

¢. Diperhitungkan:
c.1 SKPKB
¢c.2 SKPKBT
c.3 SKPLB
¢.4 Jumlah (¢.1+c.2-c.3)

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4)

e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)

2. | Sanksi administrasi:
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

3. | Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)

Terbilang: ........ccoveee.. reerennenns
4. | Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan?®

Terbilang :

Bayariah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah
sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak periu
2) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A

F.4.5.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
BEA METERAI

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

NPWP

LAMPIRAN SKPKBT

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR

(DISETUIUD)"

Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar

a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
a.1 Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian
a.6 Jumiah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

¢, Diperhitungkan:
c.l SKPKB
c.2 SKPKBT
c.3 SKPLB
¢.4 Jumlah {c.1+c.2-¢.3)

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4)
e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar {a.6-d)

Sanksi administrasi:
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)

1)

Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKBT terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A

F.4.5.23.
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A. Umum

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

BEA METERAI

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Bea

Meterai atas dokumen,
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77. )

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
- lembar ke-5

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13”

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

- Masa Pajak

- Tanggal Penerbitan

- Tanggal Jatuh Tempo

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Kepada

- a.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPKB

b. SKPKB

* Baris/No.Urut pada SKPKBT

*

untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

untuk Seksi Penagihan;

untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
untuk Seksi Pelayanan;

untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

: Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai

yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misainya
Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017,

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam

hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh
tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret
2017.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang

serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai

(Formulir F.4.3.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Bea Meterai

pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan
"FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut;

1

2
3

Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar :

Sanksi Administrasi

Jumlah Bea Meterai yang masih harus
dibayar

Terbilang: .....c.ocovvieiviiil

Jumiah kurang bayar yang disetujui :

berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Terbilang: ........cccooeviveiiiiieieeneeeenn,

Diisi sesuai dengan baris 1

: Diisi sesuai dengan baris 2.
: Diisi sesuai dengan baris 3.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH

RUPIAH MENURUT FISKUS"
Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:

: - Dalam hal jumiah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih

Bayar ditulis dalam tanda " (.......... )"
Cukup jelas.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
BEA METERAI

Nomor : Tanggal.Penerbitan

Masa Pajak

I

II.

Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen:

Nama Wajib Pajak
NPWP

Darl pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar:
a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
a.l1 Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologl percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumilah (b.1+b.2)

¢. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3)

NIHIL

Kepada

Kepala Kantor,

F.4.5.23.

a.n. Direktur Jenderal Pajak




-117-

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
BEA METERAI

Nomor
Masa Pajak’
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak
NPWP

LAMPIRAN SKPN

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUI)

Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar:
a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
a.1 Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

¢. Jumiah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3)

NIHIL

F.4.5.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
BEA METERAI

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.5.23) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Bea Meterai atas Dokumen
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Bea Meterai adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77. ).

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 . untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-4 . untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak. '

- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai

yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya
Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak

Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang
Kepala kantor, serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Bea Meterai (Formulir
F.4.5.77.).
b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Bea Meterai pada

kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS",

*

* Baris/No.Urut pada SKPN Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Bea Meterai yang masih harus : Diisi sesuai dengan baris 1
dibayar




-119-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
BEA METERAI

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak

I

IL

Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewaijiban Bea Meterai atas Dokumen:
Nama Wajib Pajak
NPWP

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumiah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai
berikut :

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS

Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar:

a. Bea Meteral yang harus dilunasi:
a.1 Benda Meterai
a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi
a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteralan Kemudian
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

Diperhitungkan dengan SKPLB

Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)
Jumiah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d))

Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak
terutang (e-a.6)

moon

Terbilang: ... ettt b e et s ettt ent e m s e s ek se b onrabeabeabennuns

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

F.4.5.23.
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BEA METERAI

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak

NPWP

LAMPIRAN SKPLB

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUL)

a.

~oaan

Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar:

Bea Meterai yang harus dilunasi:

a.1 Benda Meteral

a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
a.3 Cara lain dengan komputerisasi

a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
a.5 Dengan Pemeteraian Kemudlan

a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

. Dikurangi:

b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi
b.2 Lain-lain
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

Diperhitungkan dengan SKPLB
Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d))

Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(e-a.6)

F.4.5.23.
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A. Umum

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

BEA METERAI

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Bea Meterai atas
Dokumen
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77. )
3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1
- lembar ke-2
- lembar ke-3
- lembar ke-4
4, Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13"

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Nama Waijib Pajak
NPWP

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor,

2 Pengisian Jumiah Rupiah

b.

*

Lampiran SKPLB
SKPLB

Baris/No.Urut pada SKPLB

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

. untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
. untuk Seksi Pelayanan;
: untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

: Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang

bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak
Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misainya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka
ditulis 27 Maret 2017.

: Cukup jelas
: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang

tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Waijib Pajak

: Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan

alamat dari Waijib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang

serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai

(Formulir F.4.3.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Bea Meterai

*

pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar

- Terbilang: ....ocovviiiiiiiiier e,

. Diisi sesuai dengan No urut/poin a s.d f.
: Diisi sesuai jumlah rupiah pada poin f pada kolom "JUMLAH RUPIAH

MENURUT FISKUS"
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@ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

NOTA PENGHITUNGAN
BEA METERAI

Jenis Ketetapan/  : [_1 ]sTP 2 Isrks [3 ]skeket
Keputusan [CaskrLe EERE

Dasar Penerbitan Ketetapan/ : |I|Penelltlan Epemeriksaan EIPemerlksaan Ulang IIIPemeriksaan Buktl Permulaan
Keputusan
Dasar Hukum Ketetapan/ : ElPasal 13 EPasal 13A EPasal 14 Epasal 15 Ayat (1) ElPasal 15 Ayat (3)
Keputusan IEPasal 17 Ayat (1) Pasal 17 Ayat (2) Pasal 17A
Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak

Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ - Nomor

Pemeriksaan Ulang/ - Tanggal

Pemeriksaan Buper n
Nama Wajib Pajak : Nomor dan Tanggal Surat Ijin Pembubuhan
NPWP : Pekerjaan/Usaha
Alamat H KLU (5 digit)
Kode Pos :

JUMLAH RUPIAH MENURUT
URAIAN PEMBAHASAN AKHIR

WAJIB PAJAK

FISKUS

(DISETULI) 2

1 |Penghitungan Bea Meteral Kurang dibayar / Lebih dibayar

a. Bea Meterai yang harus dilunasi:

a.1 Benda Meterai

a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai

a.3 Cara lain dengan komputerisasi

a.4 Cara lain dengan teknologl percetakan

a.5 Dengan pemeteraian kemudian

2.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Dikurangi:

b.1 Bea Meteral yang sudah dilunasi
b.2 Laln-lain

b.3 Jumiah (b.1+b.2)

€. Diperhitungkan:

c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)

c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)

c.3 SKPLB

c.4 Jumiah (c.1+c.2-¢.3)

d. " Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2} KUP):

e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b3+c.4) atau (d))

f.1 |Tidak/Kurang dibayar (a.6-e)

Jumiah penghitungan f.2 |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)

Bea Meteral yang:
.3 |NIhil (a.6=e)

2 |Sanksi administrasi :

a. STP:

Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meteral
b. SKPKB:

Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai
¢. SKPKBT:

Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai

d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)

a |Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)

1) Coret yang tidak perlu
2) Kolom int tidak diist dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

F.4.5.77.

3 |Jumiah Bea Meterai yang: b JLeblh dibayar/seharusnya tidak terutang (1.£.2)
¢ |Nihii (1.1.3)
TRIBIANG © oo ceetee et b s tn s emment 0004 088894854054 R854 444 400 81488 AR08 84321 e 205 £ttt o8 2 25 me e s e e
DIHITUNG DITELITI
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN BEA METERAI

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan Bea Meterai (F.4.5.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan,
pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Bea Meterai yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Bea Meterai atas Dokumen

Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis
ketetapan, satu Waijib Pajak, suatu Masa Pajak. Kecuall untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk
menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak
melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat
dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret
2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa
Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 . dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
- lembar ke-2 : untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
Penghitungan.

- Kode Nota : Disi pada [ ] ] ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada [:| (kotak) yang sesuai dengan jenis

ketetapan yang akan diterbitkan.

Catatan:

Pada aplikasi, checklist pilihan |:] (kotak) untuk jenis ketetapan

nomor 3.SKPKBT dan nomor 4.SKPLB dinonaktifkan secara sistem.

- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar
penerbitan ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan . Diberi tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum ketetapan.

- Masa Pajak : Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai

dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01
untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk
Umum butir 3).

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan . Coret yang tidak periu.
Ulang/Pemeriksaan Buper
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas
- NPWP . Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang
tidak memiliki NPWP)
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos ¢ Cukup jelas

Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Izin sebagai pelaksana
pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan,

- Nomor dan Tanggal Surat izin Pembubuhan : Surat |zin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan
Meterai Digital atau Surat |zin pelunasan Bea Meterai dengan
pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi,

- Pekerjaan/Usaha . Cukup jelas

- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Kiasifikasi
Lapangan Usaha Waijib Pajak.

Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
- WAIIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti
berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR : Dilsi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan
(DISETUJUI) akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit
adalah STP.
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Baris/Nomor Urut

1. Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar:

a. Bea Meterai yang harus dipungut (tarif x 1.a)
b. Dikurangi:

b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi

b.2 Lain-lain

b.3 Jumiah (b.1+b.2)
¢. Diperhitungkan:

c.1 SKPKB
c.2 SKPKBT
c3 SKPLB

c.4 Jumlah (c.1+c.2-¢.3)

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan :

{(b.3+c)
e. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang :
e.1 Kurang Bayar (a.5-d)
e.2 Nihil (a.56=d)
2. Sanksi administrasi

3. Jumiah Bea Meterai yang
a. Masih harus dibayar (1.e.1 +2.c)
b. Nihil (1.e.2)

- Terbilang: .......cooovviiiiiiiiiins

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
- Dihitung
- Diteliti

. Diisi sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Cukup jelas.
: Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1
. Cukup jelas.

. Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
. Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar,
: Diisi hanya sebesar pokok pajak.

: Cukup jelas.

Diisi dari hasil penghitungan ( b.3+c)

: Berikan tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b;

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP
yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang
dilakukan penelitian/pemeriksaan.

. Berikan tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom

"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

: Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
. Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
BUNGA / DENDA" PENAGIHAN
Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayéran pajak :

Nama PKP/Wajib Pajak
NPWP

II.| Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda® penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak®;
a. Nomor
b. Tanggal Penerbitan
c. Tanggal Jatuh Tempo H
d. Jenis Pajak :

2. Dasar pengenaan bunga/denda :
a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ Rp/US$Y
SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak®
b. Telah dibayar 2:

b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
c. Telah dibayar *:
c.l. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp/US$Y
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp/US$?
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau )
(a-cl-c2) Rp/US$
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan® (b.2 + d ) atau (a - c.1) Rp/US$Y
3. Jumlah yang harus dibayar:
- Sankst administrasi bunga/denda? Pasal ......... e KUP Rp/US$Y
Terbilang :

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan
penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/

Kepala Seksi ..., ™

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.

2) Dilsl datam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.

3) Dilsi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP,

4) Coret yang tidak perlu dan/atau dilsl nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala
Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesual dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderat
Pajak.

F.5.0.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa
bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambatitidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan
angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.

2. Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir
F.5.0.77.).

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 . untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 . untuk Seksi Penagihan;
- lembar ke-3 . untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- lembar ke-4 . untuk Seksi Pelayanan;

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Datal/ldentitas
...................................................... Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bufan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27
Maret 2017.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 25 April 2017, maka ditulis 25 April 2017.

- Nama PKP/Waijib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP 1 Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau

nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Waijib Pajak yang bersangkutan.

- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan
Kepala Seksi ..................... s NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang
Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.

Pengisian STP . Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda
Penagihan (Formulir F.5.0.77.).




-127-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

[T T

Atas ¢ [L]skeks
[[5 Jput. Banding

NOTA PENGHITUNGAN
STP BUNGA/DENDA" PENAGIHAN

[2]skkeT [(3])sk. Pembetutan

EPut. Peninjauan Kembali SK. Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak

[4]

SK. Keberatan

SK. Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak

Dasar Hukum Ketetapan : EPasal 19 (1) KUP Pasal 25 (9) KuP
[2]rasat19(zykup  [[4 Jpasal 27 ayat (5a) kuP
Nama Wafib Pajak Pekerjaan/Usaha
NPWP
Alamat KLU (5 digit)
Lap. Penelitian - Nomor
Kode Pos - Tanggal
1 | SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak®
a. Nomor :
b. Tanggal Penerbitan
¢. Tanggal Jatuh Tempo
d. Jenis Pajak
2 | Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan:

b. Telah dibayar®:

a. Jumlah yang maslh harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ Rp/USEY
SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kemball/Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak®

b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
¢. Telah dibayar’:
¢.1. Sampal dengan tanggal pengajuan keberatan Rp/US$Y
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp/US$Y
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - ¢.1 - ¢.2) Rp/US$Y
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan® (b.2 + d ) atau (a - c.1) Rp/US$Y
3 | Penghitungan sanksl adminlstrasi :
a. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP :
- Masa . sd. 2% X Rp/us$Y Rp/US$Y
- Masa . s.d. 2% x Rp/US$Y Rp/US$Y
- Masa . sd. 2% x Rp/US$Y Rp/US$Y
- Masa . sd. 2% x Rp/us$Y Rp/US$Y
- Masa . sd. 2% X Rp/uSs$Y Rp/US$Y
- Masa . s.d. 2% x Rp/US$Y Rp/ussy
- Masa ....... . s.d. 2% x Rp/us$? .. Rp/US$Y
- Masa o Sule e 2% x Rp/US$Y .. IS Rp/US$Y)
R - TR - : RO 2% X Rp/US$Y ... o= Rp/us$Y
- Masa . sd. 2% X Rp/USEY s = Rp/US$Y
- MAS8 s L3« E 2% x Rp/US$Y .. = Rp/US$Y
- Masa . sd. 2% X Rp/US$Y oo = Rp/US$Y
Jumlah Rp/US$Y
b. Denda Pasal 25 (9) KUP 50 % X RP/US$Y et = Rp/US$Y
c. Denda Pasal 27 (5d) KUP 100 % X RP/USSEY ciceessescnnsine = Rp/US$Y
4 | Jumlah yang harus dibayar (3.2 atau 3.b atau 3.¢) Rp/US$Y
TEIDIANG: 1overerrrsrsststst s R e et et sR R R R R R R bR O RS E et a8080nsm et ettt satseseee et e e e e nee e e e e rnes
DIHITUNG DITEUTI

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasa! 19 ayat {2) KUP.
3) Dilst dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

F.5.0.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang
akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar
utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan
keberatan/banding.

Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda
Penagihan.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK.
Keberatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan
Penundaan Pembayaran Pajak).

Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan.
Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Datalldentitas
Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

Penghitungan.

- Kode Nota :  Disi pada [ [ | (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Atas: : Diberi tanda " X " (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.

- Dasar Hukum Penerbitan: : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum penerbitan STP.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas

- NPWP : Cukup jelas

- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas

- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi
Lapangan Usaha Wajib Pajak.

- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Lap. Penelitian - Nomor : Cukup jelas
- Tanggal : Cukup jelas
Pengisian STP
Baris/Nomor Urut:
1 SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ ; Coret yang tidak perlu.
SK. Keberatan/Put. Banding/Put.

Peninjauan Kembali/fSK Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak/ SK
Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

a. Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan .

b. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan.

¢. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

d. Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam

ketetapan/SK/Putusan.
2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda : Diisi dengan jumlah rupiah.

a. SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ ; Diisi dengan nomor jumiah yang masih harus dibayar berdasarkan

SK. Keberatan/Put. Banding/Put. ketetapan/SK/Putusan

Peninjauan Kembali, SK Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak atau SK
Persetujuan Penundaan Pembayaran
Pajak
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b. Telah dibayar:

b.1. Sampai dengan
pelunasan

b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan :

c. Telah dibayar:
c.1. Sampai

dengan

jatuh tempo :

pengajuan keberatan

c.2. Setelah
keberatan
d. Jumlah pajak/tagihan
dibayar lunas
(a-c.1-¢.2)
e. Dasar pengenaan
(b.2+d)atau(a-cl)

tanggal

pengajuan :

yang belum :
(a-b.1-b.2)

atau

bunga/denda :

3 Penghitungan sanksi administrasi:

tanggal :

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo
ketetapan/SK/Putusan.
Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah
ketetapan/SK/Putusan.

jatuh tempo

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal
pengajuan Keberatan.

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan
Keberatan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu
salah satu dari a, atau b, atau c.

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU
KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak
yang diterbitkan STP.

a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.
b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP
c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP

4 Jumlah yang harus dibayar

- Terbilang: .....occooeiivii

C. Kolom Otorisasi
-~ Dihitung
- Diteliti

Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b,
atau 3.c.
Diisi dengan huruf sesuai jumiah rupiah pada angka 4.

Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan
tanggal paraf dibubuhkan.




DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK..........oovcriemrecreerens

-130-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENGANTAR
SURAT KETETAPAN PAJAK

[ st [] skexe [] skexsT

[] skpLe

1 skpen

(] skepke

I:] SK Pembetulan I:l SK Keberatan |:| Put. Banding I:l Put. Peninjauan Kembali
JENIS PAJAK NO. DAFTAR PENGANTAR INI
MASA/TAHUN PAJAK NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU :
No PENJELASAN JUMLAH MENURUT JUMLAH S.D. DAFTAR JUMLAH S.D. DAFTAR
' DAFTAR PENGANTAR INI| PENGANTAR DAHULU PENGANTAR INI
1 2 3 4 5
1 |Banyaknya surat
2 |Pajak yang terutang
3 |Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
4 |Pajak yang kurang dibayar
5 |Sanksi administrasi
6 [Jumlah yang masih harus dibayar
Dibuat dan dikirim Diterima
Seksi Pelayanan, Kepala Seksl .............2,
Tanda tangan
Nama Jelas
NIP
Tanggal -
Mengetahui
Kepala Kantor,
NIP.
1)  Diisi nama KPP yang menerbitkan ketetapan (STP/skp).

2)

Diisi nama seksi/unit yang menerima ketetapan (STP/skp).

D.4.0.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGANTAR SURAT KETETAPAN PAJAK

A. Umum

1.

Dokumen Daftar Pengantar Surat Ketetapan Pajak (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/
menyampaikan ketetapan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak (STP/skp) termasuk SK.
Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dari Seksi Pelayanan ke seksi/unit terkait.
Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi Seksi Pelayanan sekaligus sebagai bukti
penerimaan formulir ketetapan pajak bagi seksi/unit terkait.

Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak, satu jenis ketetapan, termasuk SK.Pembetulan/SK.
Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, yang
digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman ketetapan pajak. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri
dari beberapa ketetapan pajak sepanjang masih dalam satu jenis pajak, satu jenis ketetapan dan suatu Masa
Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan
Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak A dan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak
B, maka dapat dibuatkan satu Daftar Pengantar. Namun untuk SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dan
SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2017, maka harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk
masing-masing jenis pajak meskipun atas Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak atau Waijib Pajak yang sama.

Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau 4 (empat):
a. Untuk SKPKB/SKPKBT/STP, termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put Banding/Put. Peninjauan Kembali
dibuat dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Seksi Penagihan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- lembar ke-3 ¢ untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.
b. Untuk SKPN/SKPLB dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
- lembar ke-1 ¢ untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
- lembar ke-2 . untuk seksifunit pembuat Nota Penghitungan;
- lembar ke-3 . untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.

Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas:
S e : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan/mencetak ketetapan

(STP/skp).
- [ (kotak) : Diberi tanda " X " (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan yang telah diterbitkan.
- JENIS PAJAK : Diisi dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- MASA/TAHUN PAJAK : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diterbitkan ketetapan.
- NO. DAFTAR PENGANTAR INI : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).
- NO. DAFTAR PENGANTAR : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk
TERDAHULU pertama kali diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " -- " (strip).
Pengisian Tabel
Kolom
- No. ¢ No. Urut. Cukup jelas.
- JUMLAH MENURUT DAFTAR : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan
PENGANTARINI (a ) dengan pajak terutang yang diserahkan menurut daftar pengantar ini.
- JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR : Diisi dengan banyaknya surat atau jumiah rupiah dalam ha! berkenaan
TERDAHULU (b) dengan pajak terutang yang telah diserahkan sampai dengan daftar

pengantar terdahulu/sebelumnya.

- JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR : Diisi dengan banyaknya surat atau jumiah rupiah dalam hal berkenaan
INI(c) dengan pajak terutang yang diserahkan sampai dengan daftar pengantar ini,
atau jumiah (a )dan (b).

Baris

- Banyaknya surat : Diisi dengan jumlah lembar ketetapan (STP/skp) yang dikirimkan.

- Pajak yang terutang : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang terutang berdasarkan ketetapan.

- Jumlah pajak yang dapat : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang dapat diperhitungkan
diperhitungkan berdasarkan ketetapan.

- Pajak yang kurang dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang kurang dibayar berdasarkan

ketetapan.
- Sanksi administrasi : Diisi dengan jumlah total rupiah sanksi administrasi berdasarkan ketetapan.

- Jumiah yang masih harus dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah jumlah yang masih harus dibayar
berdasarkan ketetapan.
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C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

Dibuat dan dikirim
Kepala Seksi Pelayanan

Diterima

Kepala Seksi.................

Tanda tangan
Nama Jelas
NIP

Tanggal

Mengetahui
Kepala Kantor,

NIP.

: Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan nama Seksi/Unit penerima formulir ketetapan (STP/skp).
Disi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat
yang berwenang.
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

L1 st

DAFTAR PENGANTAR
_NOTA PENGHITUNGAN

(] skeks [ s

r_—l SK Pembetulan D SK

JENIS PAJAK

KPKBT ]

Keberatan

SKPLB [ sken

L] skepkp

|:| Put. Banding I:] Put. Peninjauan Kembali

NO. DAFTAR PENGANTAR INI
NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU :
No. NPWP NAMA WAJIB PAJAK MASA/TAHUN PAJAK JUMLAH RUPIAH
1 2 3 4 5
JUMLAH

Dibuat dan dikirim Diterima

Kepala SekSi .......ccoouvvenn... 2 Kepala Seksi Pefayanan,
Tanda tangan
Nama Jelas
NIP
Tanggal

Mengetahui

1)  Diisi nama

D.4.0.77.

Kepala Kantor,

NIP.

KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
2) Diisi nama seksi/unit yang menerbitkan Nota Penghitungan.
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGANTAR NOTA PENGHITUNGAN

A, Umum

1.

Dokumen Daftar Pengantar Nota Penghitungan (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/
menyampaikan lembar Nota Penghitungan dari seksi/unit pembuat Nota Penghitungan ke Seksi Pelayanan untuk
diterbitkan ketetapan pajak (STP/skp) atas hasil penelitian/pemeriksaan. Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.)
merupakan bukti pengiriman bagi seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sekaligus sebagai bukti penerimaan Nota
Penghitungan bagi Seksi Pelayanan.

Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak dan satu jenis ketetapan termasuk SK.Pembetulan/
SK.Keberatan/Put.Banding/Put.Peninjauan Kembali, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman
Nota Penghitungan. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri dari beberapa Nota Penghitungan sepanjang masih
dalam satu jenis pajak dan satu jenis ketetapan. Misalnya Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dan Nota Penghitungan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016
dapat dibuatkan satu Daftar Pengantar meskipun atas nama Waijib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun
Pajak yang berbeda. Namun untuk Nota Penghitungan dengan jenis pajak atau jenis ketetapan pajak yang berbeda
harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk masing-masing jenis pajak atau jenis ketetapan, meskipun atas
nama Wajib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang sama.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 : untuk Seksi Pelayanan sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan;
- lembar ke-2 ¢ untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai bukti pengiriman Nota
Penghitungan.

Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak/unit kantor yang menerbitkan Nota

Penghitungan.

- [ (kotak) : Diberi tanda " X " (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan yang akan diterbitkan.

- JENIS PAJAK . Diisi dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

- NO. DAFTAR PENGANTAR INI : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).

- NO. DAFTAR PENGANTAR : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk

TERDAHULU pertama kali diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " -- " (strip).

Pengisian Kolom

- No. ¢ No. Urut. Cukup jelas.

- NPWP : Cukup jelas.

- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.

- Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.

- Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayarflebih dibayar (menurut

fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dibuat dan dikirim
Kepala Seksi...................... : Diisi dengan nama Seksi/Unit pembuat Nota Penghitungan.
Diterima
Kepala Seksi Pelayanan : Coret yang tidak periu.
Tanda tangan : Disi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
Nama Jelas : Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
NIP : Cukup jelas.
Tanggal . Cukup jelas.
Mengetahui * Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat
Kepala Kantor, yang berwenang.

NIP.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK...........

LEMBAR PENGAWASAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN ‘PAJA‘K

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Laporan Penelitian/

Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/

Pemeriksaan Bukti Permulaan 2
Tanggal Laporan

Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi

No. Jenis Ketetapan

Nomor Ketetapan

Jumlah Rp/US$?
4

1 2

Masa/Tahun Pajak
3

1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2
dst.

JUMLAH

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan

No. Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4 5
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2
dst.
JUMLAH
3. Jenis Pajak: PPN
No. Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 E} 5
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2
dst.
JUMLAH

4, Jenis Pajak: PPnBM

No. Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
i 2 3 4 5
1 [STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2
dst.
JUMLAH

5. Jenis Pajak: Bea Meterai

No. Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$®
1 2 3 4 5
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2

dst.

JUMLAH
Dibuat/dicetak, Diteliti, Menetapkan,
Petugas Kepala Seksi Kepala
Kantor/ ]

Nama ... Nama... Nama...

NIP... NIP... NIP...

Distribust Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak
No Kepada Paraf Tanggal

1 Waijib Pajak yang bersangkutan;

2 Seksl Penagihan;

3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

4 Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

5 Seksi Pelayanan (Arsip)

1) Diist nama KPP/unit kantor yang menerbitkan ketetapan.

2) Coret yang tidak perlu

L.5.0.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

A. Umum
1. Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (L.5.0.23.) digunakan sebagai:
a. Rekapitulasi surat ketetapan pajak danfatau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan atas satu laporan hasil
penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan;
b. Pengawasan atas kesesuaian nota penghitungan dan hasil penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
dan
¢. Pengawasan pengiriman atau penyampaian surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak ke seksi terkait.
2. Setiap Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dibuat untuk 1 (satu) Laporan Penelitian
/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan
3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 1 (satu) dan disatukan bersama seluruh surat
b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Surat Tagihan dan/atau
4. Ukuran kertas . ' ST ) - ) T . o

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian
Pengisian Data/ldentitas

1.

- Nama Wajib Pajak ¢ Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.

Nomor Laporan Nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksan Bukti Permulaan

Tanggal Laporan : Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksan Bukti Permulaan
Pengisian Kolom

Jenis Ketetapan : Cukup jelas.

Nomor Ketetapan : Cukup jelas.

Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.

Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/iebih dibayar (menurut fiskus)

atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Pengawasan Penerbitan Ketetapan

- Dibuat/dicetak : Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggai paraf Petugas pencetak ketetapan
Petugas

NIP

Nama

Diteliti : Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf dibubuhkan Kepala Seksi yang

Kepala Seksi berwenang

Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat

NiP dibubuhkan.
Nama

NIP
Nama

Menetapkan : Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala.Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai

dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak
kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf

D. Kolom Distribusi/pengiriman ketetapan

1

2
3
4

Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.

Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Penagihan;

Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi pembuat Nota Penghitungan.,

Catatan:

Dalam hal unit pemeriksaan berbeda dengan unit penerbit ketetapan, surat ketetapan dikirim ke unit pembuat nothit dan ke Seksi
Pemeriksaan di unit yang menerbitkan ketetapan.

Diist dengan paraf petugas pemberkasan/arsip dan tanggal dilakukannya pengarsipan pada Seksi Pelayanan
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.......coooresomseeerecrmresnns B

LEMBAR PENGAWASAN
NOTA PENGHITUNGAN

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Nomor Laporan Penelitian /
Pemeriksaan/

Pemeriksaan Ulang/

Pemeriksaan Bukti Permulaan 2
Tanggal Laporan

Rekapitulasi Nota Penghitungan

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi

No. Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2
dst.
JUMLAH
2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan
No. Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2
dst.
JUMLAH
3. Jenis Pajak: PPN
No. Jenis Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2
dst.
JUMLAH
4. Jenis Pajak: PPnBM
No. Jenis Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumiah Rp/US$?
1 2 3 : 4
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2
dst.
JUMLAH
5. Jenis Pajak: Bea Meterai
No. Jenis Ketetapan Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN 2
dst.
JUMLAH
Dihitung, Diteliti, Mengetahui,
Petugas/ Kepala Seksi/ Kepala Kantor/
Pemeriksa 2 Supervisor 2 Kepala Unit/Pejabat
2
Nama ... Nama... Nama...
NIP... NIP... NIP....
1) Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan,
2) Coret yang tidak perlu

L.5.0.77.




-138-

A. Umum

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

1. Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (L.5.0.77.) digunakan sebagai:

a.

b.

2. Set
Ula

3. a.

b.

rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti
permulaan;

pengawasan atas kesesuaian Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan.

iap Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan
ng/Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 2 (dua) dan disatukan bersama seluruh Nota
Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan yang sama.
Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Nota Penghitungan
yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan yang sama.

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

NPWP : Cukup jelas.

Nomor Laporan Nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan
Bukti Permulaan

Tanggal Laporan : Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksan

Bukti Permulaan

2. Pengisian Kolom

- Nomor Ketetapan : Cukup jelas,
- Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
- Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/fiebih dibayar (menurut fiskus)

atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada Nota Penghitungan

C. Kolom Pengawasan Nota Penghitungan

- Dihitung : Diisi dengan nama, NIP, paraf peneliti/pemeriksa dan tanggal paraf dibubuhkan
Petugas/Pemeriksa Petugas peneliti/Pemeriksa.
NIP
Nama

- Diteliti : Diisi dengan nama, NIP, paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf
Kepala Seksi/Supervisor dibubuhkan
NIP
Nama

- Mengetahui : Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai

Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat

NIP

dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak
kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf
dibubuhkan.

Nama






